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Pemanfaatan tanah milik negara secara illegal dilakukan oleh warga Kampung
Jawa Lama dan Hagu (Jagu) di Kota Lhokseumawe dengan mendirikan rumah
di sempadan pantai telah membuat permukiman tersebut kumuh. Untuk
mengatasi hal tersebut Pemerintah Kota Lhokseumawe melaksanakan penataan
kawasan nelayan Kampung Jawa dan Hagu (Jagu) melalui program Kota Tanpa
Kumuh (KOTAKU). Pemkot Lhokseumawe menggusur permukiman tersebut
dan merelokasi warga yang terkena penggusuran ke bangunan Rusunawa yang
juga merupakan harta milik negara. Dari subtansi masalah tersebut, fokus
penelitian skripsi ini adalah bagaimana mekanisme penempatan bangunan
Rusunawa untuk korban penggusuran di Jagu, bagaimana konsekuensi bagi
masyarakat yang tinggal di bangunan Rusunawa dan bagaimana perspektif milk
al-daulah terhadap penempatan rumah milik Pemkot Lhokseumawe. Dalam
penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dan
data di peroleh dengan penelitian langsung ke lapangan (field research). Hasil
dari penelitian ini yaitu Pemkot Lhokseumawe memberikan ganti rugi kepada
korban penggusuran Jagu dalam bentuk bantuan sosial yaitu berupa izin
penempatan bangunan Rusunawa dan telah disepakati dalam hasil rembuk yang
dihadiri oleh Pemkot Lhokseumawe dan perwakilan dari korban penggusuran,
izin tersebut diberikan dalam bentuk verbal tanpa adanya perjanjian secara
tertulis. Konsekuensi yang didapatkan korban penggusuran yaitu tidak adanya
perjanjian secara tertulis, dampaknya adalah tidak ada bukti otentik atas izin
menempati bangunan tersebut. Dalam konsep milk al-daulah, pemanfaatan harta
milik negara bertujuan untuk kemaslahatan dan pemanfaatannya harus dengan
izin dari lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh
karenanya pemanfaatan harta milik negara yang dilakukan oleh korban
penggusuran dengan menempati bangunan Rusunawa tidak bertentangan dan
sesuai dengan konsep milk al-daulah, karena ada izin dari pemerintah dan
tujuannya adalah untuk kemaslahatan korban penggusuran tersebut.
v



KATA PENGANTAR
(..,?-JJ\ O‘“"'J'“ 4&3\ e
tday Lol oY1y a9 bl Y g Al gy A adldly Ll () demdl
Puji dan syukur kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-
Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan
skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi

Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing
kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan, akhirnya penulis dapat
menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “Analisis Penempatan
Bangunan Rusunawa Untuk Korban Penggusuran di Kampung Jawa Hagu
(Jagu) Melalui Program Kotaku Lhokseumawe Dalam Perspektif Milk Al-
Daulah” Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan
salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-
Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu
penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan
segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D., selaku Dekan Fakultas
Syari’ah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry, Bapak Dr. Jabbar, M.A.
selaku Wakil Dekan |, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I
selaku Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa’dan S.Ag., M.Ag
selaku Wakil Dekan 11l yang telah membimbing kami mahasiswa/i di
Fakultas Syari’ah dan Hukum.

2. Bapak Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H. selaku ketua Prodi
Hukum Ekonomi Syari’ah (HES) UIN Ar-Raniry. Bapak Muslem,
S.H.I.,, M.H. selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah
(HES) UIN Ar-Raniry, Banda Aceh beserta dosen dan stafnya.

3. Bapak Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M.A sebagai pembimbing | dan
Bapak Dr. Badrul Munir, Lc., M.A. sebagai pembimbing Il, yang

\"



telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik,
sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya

Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan
kepada Ayahanda H. Hasbawi Ishak dan Ibunda Nursyidah yang
telah menyayangi, memberikan kasih sayang, dan senantiasa
mendoakan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Serta abang saya Riza
Fahlefi A.Md dan Syarbaini yang selalu menemani dan senantiasa
mendoakan perjuangan saya selama ini.

Tak lupa pula ucapan terimakasih saya kepada sahabat seperjuangan
yang setia menyemangati dan menemani setiap waktu, dan
seluruh teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 18 yang
tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, yang selalu menjadi
yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas
oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, oleh

karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar

dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah
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TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987
1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi

dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf | Nama | Huruf Ket Huruf | Nama | Huruf Ket
Arab Latin Arab Latin
| Alif tidak tidak 18 ta’ i te
dilamba | dilambangk (dengan
ngkan an titik di
bawah)
o Ba’ B Be ALk za z zet
(dengan
titik di
bawah)
& Ta’ T Te & ‘ain 5 koma
terbalik
(di atas)
&y Sa’ S es (dengan & Gain G Ge
titik di
atas)
z Jim J Je s Fa’ F Ef
C Ha’ h ha FQengan k) Qaf Q Ki
titik di
bawah)
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t Kha’ Kh ka dan ha Il Kaf Ka
3 Dal D De J Lam El
3 Zal Z zet (dengan a Mim Em
titik di
atas)
B R¥ R Er O Niin En
B Zal Z Zet 5 Wau We
o Sin S Es A Ha’ Ha
g Syin Sy es dan ye 4 Hamza Apostrof
h
U Sad S es (d_eng_an s Ya’ Ye
titik di
bawah)
A Dad d de (dengan
titik di
bawah)
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
fathah A A
Kasrah | I
dammah U U]

viii




2) Vokal rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf,

yaitu:
Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama
e fathah dan ya’ Ai adani
v fathah dan wau Au adanu
Contoh:
S kataba
d’ﬁ -fa‘ala
)53 -zukira
8—““.—3 -yazhabu
d—‘iﬂ -su’ila
Gl kaifa
J3  -haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan | Nama Huruf dan | Nama
Huruf Tanda

LTS fathah dan alif atau ya’ | A a dan garis di atas




S kasrah dan ya’ 1 i dan garis di atas

5.0 dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:
JG -qala
R -rama
J8  qia

st; -yaqitlu

4. Ta’ marbutah
Transliterasi untuk ta@’marbitah ada dua:
1) Ta’ marbutah hidup
ta’ marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah ‘t’.
2) Ta’ marbitah mati
ta’ marbitah yang mati atau mendapat harakat yang sukun,
transliterasinya adalah ‘h’.
3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah ta’ marbitah

ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:
J GL;YE\-&:}) -raud ah al-agfal
-raud atul atfal
5yl \:\-m-d\ -al-Madmah al-Munawwarah

-AL-Madinatul-Munawwarah



P

sl apah
5. Syaddah (Tasydzd)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan
sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang

diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
\-‘:’) -rabbana
d)—* -nazzala
3;\5\ -al-birr
= -al-hajj
e;:‘ -nu '’ ‘ima

6. Kata sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu ( J ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf

gamariyyah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik

diikuti huruf syamsiyyahi maupunhuruf gamariyyah, kata sandang ditulis
Xi



terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda

sempang.
Contoh:
da5 -ar-rajulu
A3 -as-sayyidatu
Cwadl  _asy-syamsu

Aldl) -al-galamu

a3l al-badru
B EN -al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan

Arab berupa alif.

Contoh:
LT
BERES (& -ta’ khuziina
4‘—}.‘5\ -an-nau’
o -syai 'un
8); -inna

<yl -umirtu

Xii



3’53 -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain

yang mengikutinya.

Contoh:

uﬁ)‘f)ﬂﬁh}@ dm-w'\j -Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin

-Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
&\3;,«3‘33;’53\\333@ -Fa auf al-kaila wa al-mizan
-Fa auful-kaila wal- mizan
SUSN LAY pprakim alKhali
-Ibrahimul Khalil
la Woaslalaa f‘i“\ ("""“ -Bismillahi majrahd wa mursah
el s U e &5 - dillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti
j‘-““ ‘\-'M & Ui R -Man istata ‘a ilahi sabila

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
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Contoh:
J30Y) Saak a5
oo Wl i 55 i alyl ()
AL ag Gl

S 4 05 o phomay

oall 38y L 8153

-Wa ma Muhammadun illa rasul

-Inna awwala baitin wud i ‘a linnasi

-lallazi bibakkata mubarakkan

-Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-
Qur’anu

-Syahru Ramad anal-lazi unzila fihil

qur’anu

-Wa lagad ra’ahu bil-ufuq al-mubin

Wa lagad ra’ahu bil-ufugil-mubini

-Alhamdu lillahi rabbi al- ‘alamin

Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital

tidak dipergunakan.

Contoh:
G 8 ity A (e e

ESVEQPA D

IS

-Nasrun minallahi wa fathun qarib

-Lillahi al-amru jami ‘an

Xiv



;:‘l“‘ ﬂ;‘:‘ JS-‘ Al -Wallaha bikulli syai ‘in ‘alim

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.

Catatan:
Modifikasi

1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Samad Ibn Sulaiman.

2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrit; dan sebagainya.

3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah menjadi salah satu kebutuhan primer (dariari) yang sangat
diperlukan untuk tempat bernaung dan berlindung. Sekarang ini kebutuhan
rumah layak huni semakin meningkat, terutama di kota-kota padat penduduk.
Namun tidak semua orang memiliki kemampuan untuk membeli rumah sebagai
tempat tinggal yang ideal karena kondisi ekonomi warga yang berbeda-beda
strata dan tingkat pendapatan, bahkan di beberapa lokasi di Lhokseumawe harga
rumah sangat mahal. Untuk mendapatkan tempat tinggal sebagian masyarakat
hanya dapat menyewa rumah sewaan ataupun tinggal di tanah pemerintah
dengan memanfaatkan tanah milik negara (milk al-daulah), meskipun hal
tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum positif.

Dalam Islam, harta terbagi dua yaitu harta yang dimiliki individu dan
harta yang dimiliki oleh negara (milk al-daulah). Harta individu tidak bersekutu
dengan yang lain, harta yang tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui
oleh pemiliknya.* Kepemilikan individu dilindungi oleh negara, sehingga dalam
hukum syarak ditetapkan sanksi pidana sebagai upaya pencegahan terhadap
perampasan, pencurian dan berbagai tindakan kriminal lainnya terhadap
kepemilikan harta.

Harta milik negara (milk al-daulah) umumnya digunakan untuk
kepentingan umum. Milk al-daulah harta kekayaan yang berasal dari negara dan
masih dalam penguasaan atau di bawah milik negara. Harta kekayaan tersebut
dapat digunakan oleh orang-orang yang diberi kuasa oleh negara yang memiliki
kekuasaan atau kemampuan untuk mengurus dan mengelola berbagai

kepentingan negara.

! Mardani, Figh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), him. 64.
1



Harta milik negara (milk al-daulah) tidak boleh dipergunakan untuk
kepentingan pribadi dan bertentangan dengan kepentingan umum. Harta milik
negara (milk al-daulah) ini berupa tanah, jalan raya, irigasi, padang rumput,
sungai, padang pasir yang merupakan harta bersama, yang diperuntukkan bagi
kepentingan dan kemashlahatan bersama, dimana negara dan masyarakat dapat
sama-sama menggunakan atau memanfaatkannya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Masyarakat yang memanfaatkan harta milik negara
tersebut tidak boleh merusak, berlaku sewenang-wenang dengan melanggar dan
mengambil hak orang lain, dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi dengan
melarang orang lain untuk memanfaatkannya.?

Pada dasarnya, pemanfaatan tanah milik negara (milk al-daulah)
digunakan untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat serta
memberikan kesempatan kepada seluruh umat manusia terhadap sumber
kekayaan umum yang mempunyai manfaat sosial, baik itu kebutuhan primer,
sekunder maupun kebutuhan lainnya.® Secara normatif dalam hukum positif dan
hukum Islam, seseorang dapat memanfaatkan harta milik negara selama
mematuhi prosedur hukum yang ditetapkan. Namun adakalanya berbagai
pelanggaran terjadi disebabkan orang-orang tertentu sengaja menggunakan harta
milik negara di luar batas yang ditetapkan sehingga hal tersebut menyebabkan
ketidakteraturan dan terjadinya berbagai kesenjangan yang berlawanan dengan
ketentuan yang berlaku.

Dalam pemanfaatan tanah milik negara (milk al-daulah), pemerintah
harus dengan jelas mengatur tentang penggunaan dan pemanfaatan, hal tersebut
dilakukan agar pihak yang terampil tetap menggunakan harta milik negara (milk

al-daulah) untuk kepentingan orang banyak, atau digunakan untuk pelaksanaan

2 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), him. 79.
% Abdullah Abdul Husein at-Tarigi, Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip Dasar, dan Tujuan
(Terj. M. Irfan Sofwani), (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hIm. 58.



dalam rangka mengurus kepentingan rakyat, yang diatur dalam undang-undang
suatu negara.

Menurut Imam Abu Hanifah, apabila bangunan yang dibangun di pinggir
jalan umum tanah milik pemerintah maka harus ada izin dari pemerintah dengan
ketentuan tidak mengganggu masyarakat yang melewatinya, apabila tidak ada
izin dari pemerintah maka pemerintah boleh mencegah dan menggusur
bangunan yang ada di jalan tersebut.

Menurut Imam Malik, pemanfaatan tanah negara (milk al-daulah) yang
bersifat memiliki tidak boleh dilakukan baik secara personal maupun kelompok,
akan tetapi untuk kepentingan umum, pemanfaatan tanah milik negara (milk al-
daulah) harus memiliki izin dari pemerintah.’

Menurut Imam Ahmad Bin Hanbal, tanah negara (milk al-daulah) yaitu
tanah yang tidak dimiliki seseorang secara pribadi, karena tanah tersebut harus
dikuasai oleh negara dan pemanfaatannya dipergunakan untuk kemaslahatan
umum dan tidak boleh dijadikan tanah mati. Tanah mati tidak boleh dihidupkan
oleh personal warga negara tanpa ada izin dari pemerintah dan tanah mati tidak
boleh dimatikan, dalam arti bahwa tanah harus diberdayakan dan dimanfaatkan
untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umum.®

Pemanfaatan tanah milik negara (milk al-daulah) yang dilakukan oleh
warga Kampung Jawa Lama yaitu mendirikan rumah dengan izin kepala
desa/keuchik setempat atau tokoh masyarakat secara lisan di tanah milik negara
yang terletak di daerah pesisir pantai Kota Lhokseumawe yang secara geografis
termasuk dalam wilayah administrasi Kampung Jawa. Penduduk yang
menempati kawasan ini, umumnya merupakan buruh harian lepas, tukang becak,
pedagang keliling, pengajar dan nelayan yang mengandalkan pendapatannya

sebagai buruh pada kapal-kapal penangkap ikan, dan berposisi sebagai Anak

* Ahmad Wardi Musclich, Figh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2013), cet. 2 him. 88.

> Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007), him. 21.

6 Mahli Ismail, Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara,
2013), him. 37.



Buah Kapal (ABK). Ketidakmampuan ekonomi menyebabkan masyarakat
marjinal dari kalangan nelayan ini mendirikan bangunan rumah untuk didiami
meskipun sebagian rumah dapat dikatakan tidak layak huni.’

Berdasarkan informasi yang diberitakan oleh ajnn.net. Pemerintah Kota
(Pemkot) Lhokseumawe ingin merevitalisasi kawasan Kampung Jagu ini dan
akan menguasai kembali tanah milik negara serta akan memperutukkan sesuai
dengan desain tata kota yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota
Lhokseumawe. Kawasan kumuh tersebut sesuai dengan desain tata Kota
Lhokseumawe akan diperuntukkan untuk pembangunan jalan tepi pantai,
drainase, balai nelayan dan taman. Pemerintah Kota Lhokseumawe telah
menyurati secara resmi warga yang menempati tanah milik negara tersebut.
Berdasarkan data rilisan ajnn.net bahwa sebanyak 35 rumah warga yang
didirikan di atas tanah milik negara akan digusur. Upaya penggusuran dilakukan
secara sistematis oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe sesuai dengan ketentuan
hukum yang telah ditetapkan pemerintah tentang penggusuran rumah warga.®

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Pemkot Lhokseumawe
bahwa proyek revitalisasi kota yang akan dibangun oleh Pemkot merupakan
proyek jalan di Kampung Jawa-Hagu (Jagu) melalui program Kotaku (Kota
Tanpa Kumuh)® Satuan Kerja (Satker) Provinsi Aceh pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat.® Pembangunan jalan Jagu ini urgent segera
dilakukan untuk melancarkan arus kendaraan dan lalu lintas dalam Kota

Lhokseumawe.

” Hasil wawancara dengan Muhammad Ismail, salah satu korban penggusuran di
Kampung Jawa Lama, Lhokseumawe, Pada 26 April 2021.

8Ajnn.Net, 35 Rumah di Gampong Jawa Lama akan Digusur, Warga Mengadu ke
DPRK Lhokseumawe, Diakses pada tanggal 31 Mei 2021 dari situs:

° Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) merupakan satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat
Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat
penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung gerakan 100-0-100, yaitu 100
persen akses universal air minum , 0 persen pemukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi
layak.

Ajnn.Net, 35 Rumah di Gampong Jawa Lama akan Digusur, Warga Mengadu ke
DPRK Lhokseumawe, Diakses pada tanggal 31 Mei 2021.



Untuk mempercepat proyek pembangunan jalan tersebut maka
Pemerintah Kota Lhokseumawe memerintahkan warga yang mendirikan rumah
di pesisir pantai tersebut harus mengosongkan rumahnya paling lambat sebelum
tanggal 1 September 2020. Berdasarkan schedule yang diberikan kepada warga
Kampung Jawa, pihak kontraktor pada tanggal 10 September 2020 mulai
mengerjakan proyek jalan Jagu.

Untuk memudahkan warga memperoleh tempat tinggal yang layak dan
guna untuk menata kawasan kumuh, maka Pemerintah Kota Lhokseumawe
memberikan izin menempati bangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) yang
terletak di Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti. Pemerintah Kota
Lhokseumawe menjanjikan kepada warga korban penggusuran tersebut untuk
dapat tinggal dan menempati bangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) secara
gratis dalam rentang waktu selama dua tahun, dan setelah dua tahun korban
penggusuran yang tinggal di bangunan Rusunawa akan dikenakan biaya sewa.'

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan
korban penggusuran di Kampung Jawa Lama, masyarakat kurang mampu
tersebut memang ditempatkan di Rusunawa tersebut yang merupakan bangunan
3 lantai yang dibangun oleh pemerintah. Pemkot Lhokseumawe membebaskan
biaya sewa karena warga korban penggusuran tersebut tidak memiliki
kemampuan finansial sehingga dapat ditegaskan bahwa kemampuan mendirikan
rumah baru bagi masyarakat sangat sulit. *2

Pemerintah Kota Lhokseumawe secara formal telah mengizinkan warga
Kampung Jawa Lama untuk menempati bangunan Rusunawa, dengan
membebaskan biaya sewa dalam jangka waktu dua tahun. Harga sewa dimulai

dari Rp. 200.000,-/perbulan sampai dengan Rp. 250.000,-/perbulan, harga yang

! Hasil wawancara dengan Jamaliah, salah satu korban penggusuran di Kampung Jawa
Lama, Lhokseumawe, Pada 26 April 2021.

12 Hasil wawancara dengan Mahyiddin, salah satu korban penggusuran di Kampung
Jawa Lama, Lhokseumawe, Pada 26 April 2021.



ditetapkan berdasarkan lantai bangunan Rusunawa tersebut.*® Perjanjian bagi
penghuni Rusunawa korban penggusuran hanya dilakukan secara verbal tanpa
ada kontrak perjanjian penempatan rumah sewa secara tertulis. Sedangkan
konsekuensi yang dihadapi oleh warga pada penempatan bangunan Rusunawa
tersebut ada beberapa hal terutama mengenai biaya operasional, sebelumnya
mereka sudah mempunyai rumah namun sekarang harus membayar biaya sewa
rumah dan juga kenyamanan warga yang menempati rumah tersebut jauh dari
pekerjaan sebelumnya tanpa didasarkan perjanjian tertulis secara formal dan
tidak ada bukti otentiknya terutama bagi kepentingan warga Kampung Jawa
Hagu (Jagu) yang merupakan korban penggusuran dari tanah milik pemerintah.

Berdasarkan fakta di atas penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang
mekanisme yang dilakukan oleh Kotaku Lhokseumawe tersebut. Selanjutnya
peneliti juga akan mendalami lebih lanjut tentang konsekuensi bagi warga yang
menempati Rusunawa tersebut selama belum mampu menyewa atau
mendapatkan rumah huni yang lebih layak untuk ditempati oleh korban gusuran.

Dalam penelitian ini penulis akan melihat bagaimana konsekuensi bagi
masyarakat yang tinggal di Rusunawa tersebut dalam jangka waktu tertentu,
apakah selama masa tinggal di rumah tersebut akan mampu membuat
masyarakat membangun rumah kembali di lokasi yang telah memiliki kekuatan
legalitas. Penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut perjanjian
yang diberikan oleh Pemkot Lhokseumawe tersebut sebagai sebuah karya ilmiah
dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Penempatan Bangunan Rusunawa
Untuk Korban Penggusuran di Kampung Jawa Hagu (Jagu) Melalui Program
Kotaku Lhokseumawe Dalam Perspektif Milk Al-Daulah”.

" Hasil wawancara dengan Furgan, salah satu staf di Kantor Dinas Pekerjaan Umum
Kota Lhokseumawe, Pada 25 Juni 2021.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di
atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana mekanisme penempatan bangunan Rusunawa untuk korban
penggusuran di Kampung Jagu?
2. Bagaimana konsekuensi bagi korban penggusuran yang tinggal di
bangunan Rusunawa Lhokseumawe?
3. Bagaimana perspektif milk al-daulah terhadap penempatan korban
penggusuran ke bangunan Rusunawa Lhokseumawe?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan karya
ilmiah ini, adalah untuk:
1. Mengetahui mekanisme penempatan bangunan Rusunawa untuk korban
penggusuran di Kampung Jagu.
2. Mengetahui konsekuensi bagi masyarakat yang tinggal di bangunan
Rusunawa milik Pemerintah Kota Lhokseumawe.
3. Menganalisis bagaimana perspektif milk al-daulah terhadap penempatan
korban penggusuran ke bangunan Rusunawa Lhokseumawe.
D. Penjelasan Istilah
Untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan pembaca
memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka perlu adanya
penjelasan istilah. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:.
1. Milik
Secara etimologi, kata milik berasal dari bahasa Arab al- milk yang
berarti penguasaan terhadap sesuatu. Al-milk juga berarti sesuatu yang
dimiliki (harta). Secara terminologi, ada beberapa definisi al-milk yang
dikemukakan ulama figh, sekalipun secara esensial seluruh definisi itu

adalah sama. Al-milk adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda



yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai
dengan keinginannya), selama tidak ada halangan syarak.*
2. Korban penggusuran

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban. Korban adalah orang yang mengalami
penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh
suatu tindak pidana.

Menurut (KBBI), arti kata penggusuran adalah proses, cara,
perbuatan menggusur.” Yang dimaksud dengan korban penggusuran oleh
penulis adalah suatu kegiatan merobohkan bangunan rumah yang telah
didirikan sebelumnya, dilakukan oleh pihak yang berwenang karena
beberapa sebab, seperti penggusuran yang dilakukan di pemukiman warga
Kampung Jawa Lama dan Hagu, karena lokasi tersebut merupakan lahan
milik Pemerintah Kota Lhokseumawe yang akan digunakan untuk proyek
revitalisasi kota berupa proyek jalan Kampung Jawa — Hagu (Jagu).

3. Perspektif

Menurut KBBI perspektif adalah sudut pandang; pandangan.®
Perspektif menurut Martono ialah cara pandang terhadap sebuah masalah
dengan menggunakan sudut pandang tertentu dalam melihat fenomena
tersebut.

4. Milk al-daulah
Al-milk merupakan bentuk kata dasar yang berarti kepemilikan atau

penguasaan terhadap suatu harta. Kepemilikan atau al-milk biasa juga

% Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), him. 31.

> KBBI, Pengertian Penggusuran, Diakses pada tanggal 10 Juni 2021 dari situs:
https://lektur.id/arti-penggusuran/.

' KBBI, Pengertian Perspektif, Diakses pada tanggal 22 Februari 2022 dari situs:
https://kbbi.web.id/perspektif.
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disebut dengan hak milik atau milik saja.'” Sedangkan milk al-daulah
adalah harta milik negara yang didefinisikan sebagai harta seluruh umat

yang pengelolaan dan kegunaannya untuk kepentingan umum.®

Yang
dimaksudkan dengan milk al-daulah oleh penulis disini adalah harta milik
negara atau harta yang dikuasai oleh negara berupa tanah yang termasuk
dalam kawasan pesisir pantai di Kampung Jawa Lama dan bangunan

Rusunawa yang diberikan hak menempati kepada korban penggusuran.

E. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, belum ada karya ilmiah yang
terkait dengan masalah tentang Penempatan Bangunan Rusunawa Untuk
Korban Penggusuran di Kampung Jawa Hagu (Jagu) Melalui Program Kotaku
Lhokseumawe Dalam Perspektif Milk Al-Daulah. Seperti halnya penelitian ini
belum pernah dibahas namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul
skripsi yang penulis teliti.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nyak Milan Zahri yang berjudul
“Analisis Kepemilikan Sertifikat Rumah Bantuan Tsunami di Gampong Bada
Aceh Besar ditinjau Menurut Konsep Milk al-Daulah . Hasil dari penelitian ini
adalah bahwa status kepemilikan sertifikat atas rumah bantuan tsunami di
gampong Bada Kecamatan Ingin Jaya tidak memiliki kekuatan hukum. Temuan
penelitian ini menunjukkan ada dua warga yang memiliki sertifikat rumah
bantuan tsunami, namun status sertifikat tersebut adalah palsu sehingga tidak
bisa digunakan untuk mempertahankan hak atas rumah bantuan tsunami. Dilihat
dari konsep milk al-daulah, maka rumah bantuan tsunami yang berada di atas

tanah negara tidak bisa dimiliki oleh masyarakat secara individu. Meskipun

" Alhushein.blogspot, Pengertian Al-milk, Diakses pada tanggal 10 Juni 2021 dari
situs: https://alhushein.blogspot.com/2011/12/hak-milik-
kepemilikan.html#:~:text=Kepemilikan%20atau%20al-
milk%20biasa%20juga%20disebut%20dengan%20hak,suatu%20harta%20tersebut%2C%20baik
%20memanfaatkan%20dan%?20atau%20mentasharrufkannya%E2%80%9D.

'8 Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan, him.

58.


https://alhushein.blogspot.com/2011/12/hak-milik-kepemilikan.html#:~:text=Kepemilikan%20atau%20al-milk%20biasa%20juga%20disebut%20dengan%20hak,suatu%20harta%20tersebut%2C%20baik%20memanfaatkan%20dan%20atau%20mentasharrufkannya%E2%80%9D
https://alhushein.blogspot.com/2011/12/hak-milik-kepemilikan.html#:~:text=Kepemilikan%20atau%20al-milk%20biasa%20juga%20disebut%20dengan%20hak,suatu%20harta%20tersebut%2C%20baik%20memanfaatkan%20dan%20atau%20mentasharrufkannya%E2%80%9D
https://alhushein.blogspot.com/2011/12/hak-milik-kepemilikan.html#:~:text=Kepemilikan%20atau%20al-milk%20biasa%20juga%20disebut%20dengan%20hak,suatu%20harta%20tersebut%2C%20baik%20memanfaatkan%20dan%20atau%20mentasharrufkannya%E2%80%9D
https://alhushein.blogspot.com/2011/12/hak-milik-kepemilikan.html#:~:text=Kepemilikan%20atau%20al-milk%20biasa%20juga%20disebut%20dengan%20hak,suatu%20harta%20tersebut%2C%20baik%20memanfaatkan%20dan%20atau%20mentasharrufkannya%E2%80%9D
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rumah tersebut bagian dari rumah bantuan, tetapi rumah tersebut tidak bisa
diperjualbelikan, tidak bisa dimiliki, atau dipergunakan untuk hal-hal yang
bertentangan dengan konsep kepemilikan dalam Islam.'® Penelitian ini dengan
penelitian yang ingin penulis kaji memiliki perbedaan yaitu jika penelitian milik
Nyak Milan Zahri ini objek kajiannya ialah mengenai bagaimana kepemilikan
sertifikat atas rumah bantuan tsunami di gampong Bada sedangkan penelitian
yang ingin penulis kaji objek kajiannya ialah terkait perjanjian penempatan
rumah milik Pemkot (rumah milik negara).

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Fakhrurrazi yang berjudul “Penguasaan
Aset Gampong Rukoh Oleh Oknum Masyarakat Ditinjau Menurut Konsep Milk
al-Daulah”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alasan masyarakat
Gampong Rukoh menguasai perumahan Gampong Rukoh karena mereka
menganggap dirinya telah berjasa dalam pembersihan dan pemeliharaan
perumahan Gampong Rukoh setelah terjadinya kerusakan akibat tsunami.
Penguasaan aset Gampong Rukoh oleh oknum masyarakat Gampong Rukoh
tidak dibenarkan di dalam Islam bila ditinjau menurut konsep milk al-daulah
dalam figh muamalah. Karena tindakan tersebut menzalimi masyarakat
Gampong Rukoh secara keseluruhan, membawa kemudharatan, dan membuat
lingkungan wilayah gampong menjadi kotor karena mereka tidak menjaga
kebersihan. Oleh karena itu penguasaan aset gampong seharusnya tidak
dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.?’ Penelitian ini dengan penelitian yang
akan penulis kaji memiliki persamaan dan perbedaan yaitu sama sama
menguasai atau menempati tanah milik negara, dan bedanya yaitu masyarakat
Gampong Rukoh menguasai tanah milik negara karena mereka menganggap

dirinya telah berjasa dalam pembersihan dan pemeliharaan perumahan

% Nyak Milan Zahri, “dnalisis Kepemilikan Rumah Bantuan Tsunami di Gampong
Bada Aceh Besar ditinjau Menurut Konsep Milk al Daulah”, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019).

% Fakhrurrazi, “Penguasaan Aset Gampong Rukoh oleh Oknum Masyarakat Ditinjau
Menurut Konsep Milk al Daulah”, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017).
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Gampong Rukoh setelah terjadinya kerusakan akibat tsunami sedangkan warga
Kampung Jawa Lama menguasai karena mereka membutuhkan tempat tinggal .

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Siti Rohaya yang berjudul “Sistem
Perlindungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar Terhadap
Pertambangan Batuan Dalam Perspektif Milk al-Daulah (Penelitian Pada
Tambang Batuan di Kecamatan Indrapuri)”. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah
daerah telah mereduksi tingkat pertambangan ilegal, perlindungan yang
dilakukan masih terdapat kelemahan, terutama karena pertambangan batuan
ilegal masih beroperasi walaupun jumlahnya sudah berkurang. Berdasarkan
konsep milk al-daulah, harta milik umum menjadi tanggungan negara untuk
mengelolanya. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
sudah melakukan fungsinya untuk melindungi tambang batuan sesuai dengan
amanah undang-undang negara dan hukum Islam, akan tetapi perlindungan yang
dilakukan belum maksimal sehingga belum mampu mengatasi seluruh
pertambangan batuan ilegal yang ada di Kecamatan Indrapuri.?* Penelitian ini
dengan penelitian yang akan penulis kaji memiliki perbedaan. Penelitian ini
mengkaji masalah perlindungan pertambangan batuan sedangkan penelitian
penulis mengkaji masalah perjanjian penempatan rumah milik Pemkot
Lhokseumawe dengan warga yang tinggal di rumah tersebut.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Ulfa Khairurrahma yang berjudul
“Transaksi Jual Beli Rumah Bantuan di Atas Tanah Negara di Gampong Bada
Kecamatan Ingin Jaya Dalam Perspektif Milk al-Daulah”. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa praktik jual beli rumah bantuan ini terjadi akibat lemahnya
regulasi yang mengatur terkait pemanfaatan rumah bantuan, lemahnya

penegakan hukum yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari kurangnya kesadaran

21 Siti Rohaya, “Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan
Batuan Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Penelitian Pada Tambang Batuan di Kecamatan
Indrapuri)”, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-
Raniry, 2018).
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hukum masyarakat terhadap harta milik negara sehingga masyarakat merasa
bahwa harta milik negara merupakan harta milik pribadi yang bebas
diperjualbelikan, bukan hanya masyarakat bahkan aparatur negara juga menjadi
pelaku atas transaksi jual beli rumah bantuan tersebut.. ?* Penelitian ini dengan
penelitian yang akan penulis kaji memiliki persamaan yaitu sama-sama
memanfaatkan tanah milik negara, namun perbedaannya pada penelitian ini
harta milik negara tersebut diperjualbelikan olen masyarakat sedangkan pada
penelitian yang penulis kaji berfokus pada perjanjian penempatan rumah milik
Pemkot untuk korban penggusuran.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Husnul Mirzal yang berjudul
“Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima Dalam
Perspektif Milk al-Daulah dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007
tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Suatu Penelitian Di
Kecamatan Syiah Kuala)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
bentuk-bentuk penggunaan fasilitas umum di Kecamatan Syiah Kuala adalah
dengan mendirikan bangunan permanen, semi permanen, tenda bongkar pasang,
kendaraan roda dua dan roda empat untuk menjajakan aneka barang dan jasa.
Penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi di Kecamatan Syiah
Kuala bertentangan dengan konsep milk al-daulah dan Qanun Kota Banda Aceh
No0.03 Tahun 2007, karena perbuatan ini menghilangkan hak masyarakat umum
dan menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Sanksi menurut Qanun yang
sudah didapatkan oleh pengguna faislitas umum untuk kepentingan Pedagang
Kaki Lima (PKL) ini hanya sampai pada pembongkaran tempat usaha, belum
sampai ke tahap penyitaan dan pemberian sanksi pidana, sedangkan dalam milk

al-daulah belum terdapat sanksi yang mengatur tentang masalah tersebut.?

22 Ulfa Khairurranma, “Transaksi Jual Beli Rumah Bantuan di Atas Tanah Negara di
Gampong Bada Kecamatan Ingin Jaya Dalam Perspektif Milk a/ Daulah”, Skripsi, (Banda
Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018).

2 Husnul Mirzal, “Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pedagang kaki
Lima Dalam perspektif Milk al Daulah dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007
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Dalam penelitian ini digunakan perspektif milk al-daulah dan Qanun Kota
Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan
Pedagang Kaki Lima, sedangkan penelitian yang ingin penulis kaji hanya
menggunakan perspektif milk al-daulah, tidak ada membahas mengenai ganun.
Keenam, skripsi yang ditulis oleh Feby Jurnifa Kuine “Transaksi Jual
Beli Tanah Negara di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Dalam
Perspektif Konsep Milk al-Daulah”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa bentuk legalitas penguasaan objek atas tanah negara hanya berupa tanda
yang menyatakan hak kepemilikan dari lahan tersebut. Jual beli tanah negara
dilakukan dengan transaksi di bawah tangan berdasarkan kepercayaan.
Kebiasaan atau adat masyarakat Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah
dalam membuka lahan baru yang berada dalam kawasan hutan ada istilah yang
dikenal “belang berpancang hutan bertene’ yang secara umum dapat diartikan
apabila ada seseorang yang membuka lahan bercocok tanam, maka lahan
tersebut sudah sah menjadi hak milik orang tersebut dan tidak boleh diganggu
gugat oleh siapapun, tapi legalitas ini hanya berlaku di kalangan masyarakat
setempat, secara adat legalitas yang seperti ini sah tetapi jika sudah berurusan
dengan hukum, legalitas tersebut tidak dapat membuktikan kepemilikan karena
legalitasnya tidak memiliki kekuatan hukum. Penelitian ini dengan penelitian
yang akan penulis kaji memiliki persamaan yaitu sama-sama memanfaatkan
tanah milik negara, namun perbedaannya pada penelitian ini harta milik negara
tersebut diperjualbelikan oleh masyarakat sedangkan pada penelitian yang
penulis kaji berfokus pada perjanjian penempatan rumah milik Pemerintah Kota

Lhokseumawe untuk korban penggusuran.

tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Suatu Penelitian di Kecamatan
Syiah Kuala)”, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry, 2017).
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F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan oleh peneliti
dalam rangka mengumpulkan data yang akan digunakan untuk keperluan
penelitian. Dalam penelitian diperlukan data-data yang lengkap dan objektif
serta dapat mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara
sistematis.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah
metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang nantinya akan
menjelaskan kondisi atau peristiwa yang terjadi sekarang ini, dengan tujuan
untuk membuat deskripsi (penggambaran) secara sistematis, faktual, dan akurat
berdasarkan fakta, serta hubungannya antara fenomena yang ingin diselidiki.?*
Deskripsi yang penulis buat berdasarkan data yang diperoleh dari hasil
wawancara dan dokumentasi penulis dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe
dan korban penggusuran. Penulis mendeskripsikan tentang Penempatan
Bangunan Rusunawa Untuk Korban Penggusuran di Kampung Jawa Hagu
(Jagu) Melalui Program Kotaku Lhokseumawe Dalam Perspektif Milk Al-
Daulah. Penulis juga mengambil penelitian pustaka, yaitu penelitian dalam
bentuk telaah literatur yang ditempuh oleh penulis dengan cara meneliti data
pustaka sebagai landasan teoritis dan referensi bagi penelitian yang akan
dilakukan.? Penulis akan mengumpulkan teori yang bersangkutan dengan judul
yang penulis angkat yaitu Analisis Penempatan Bangunan Rusunawa Untuk
Korban Penggusuran di Kampung Jawa Hagu (Jagu) Melalui Program Kotaku
Lhokseumawe Dalam Perspektif Milk Al-Daulah.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah
pendektan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah
mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang

24 Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), him. 63.
% Bogong Suyanto, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta : Kencana, 2005), him.56.
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riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.?® Pendektan yuridis
sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh
pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke
objeknya vyaitu perjanjian penempatan rumah milik Pemerintah Kota
Lhokseumawe untuk korban penggusuran di Kampung Jawa Lama.
2. Jenis penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yang
dilakukan dengan cara mengumpulkan data di lokasi objek penelitian, yang
merupakan sumber data primer dalam penelitian. Dalam hal ini objek
penelitian adalah perjanjian penempatan rumah milik Pemerintah Kota
Lhokseumawe untuk korban penggusuran di Kampung Jawa Lama, sehingga
penelitian ilmiah ini dapat dipertanggungjawabkan.
3. Sumber data
Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan
tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.
Sumber data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Data primer
Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari sumber
atau objeknya dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Data
primer pada penelitian ini penulis dapatkan dengan mewawancarai pihak
Pemerintah Kota Lhokseumawe dan korban penggusuran di Kampung
Jawa Lama.
b. Data sekunder
Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari buku-buku,
artikel, jurnal maupun sumber data lainnya yang berhubungan dengan
objek penelitian, berkaitan dengan judul yang penulis angkat yaitu
Analisis Perjanjian Penempatan Rumah Milik Pemerintah Kota

%6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia Press, 1986), him. 51.
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Lhokseumawe Untuk Korban Penggusuran di Kampung Jawa Lama
Kecamatan Banda Sakti dalam Perspektif Milk al-Daulah.
4. Teknik pengumpulan data
Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian penulis
menggunakan wawancara (interview) dan dokumentasi sebagai teknik
pengumpulan data.
a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang didapat
dengan cara bertanya langsung kepada informan yang berperan penting
dalam bidang yang akan diteliti atau dikaji.” Pada penelitian ini penulis
melakukan wawancara dan mengambil sampel pada lima korban
penggusuran di Kampung Jawa Lama, salah satu staf yang bekerja di
Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe dan staf yang bekerja di
Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Lhokseumawe.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder berupa
informasi yang diperoleh melalui dokumen yang tidak dipublikasi secara
formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.”® Dokumentasi
berguna untuk mengumpulkan data berupa data tertulis mengenai hal-hal
yang bersifat penting yang diperlukan untuk menunjang kebenaran
dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini dokumentasi didapatkan dari
kegiatan peneliti ketika melakukan wawancara dengan korban yang
menempati rumah milik Pemerintah Kota Lhokseumawe, salah satu staf
yang bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe dan staf
yang bekerja di Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Lhokseumawe.

2" Muhammad Teguh, Metode Penelitian Ekonomi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2005), him.136.

?® Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta:
PT. Bumi Aksara, 2009), him. 69.
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5. Objektivitas dan validitas data

Objektivitas dan validitas data yang dimaksud yaitu untuk melihat
keabsahan dan kebenaran suatu data yang menjadi objek penelitian. Untuk
mendapatkan validitas tersebut penulis membandingkan hasil wawancara
dengan isi dokumen yang berkaitan dan melampirkan foto dokumentasi
terkait dengan objek penelitian.
6. Teknik analisis data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan

penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan kebenaran dari hasil
penelitian.”® Setelah semua data yang dibutuhkan untuk penelitian ini
terkumpul, yaitu data terkait perjanjian penempatan rumah milik Pemerintah
Kota Lhokseumawe untuk korban penggusuran di Kampung Jawa Lama
Kecamatan Banda Sakti dalam perspektif milk al-daulah, penulis akan
mengadakan pengolahan data dan menganilisis data dengan menggunakan
metode deskriptif analisis, yaitu metode yang menyajikan suatu peristiwa
secara sistematis, penyusunan akurat dan faktual. Data yang didapat dari
hasil wawancara akan terlihat kesenjangan antara praktik di lapangan dengan

teori, dan kemudian dianalisis untuk memperoleh sebuah hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menguraikan hasil
penelitian secara sistematis yang penulis bagi ke dalam empat bab.

Bab satu merupakan pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas konsep perjanjian dan milk al-daulah.
Pembahasan tentang konsep perjanjian meliputi pengertian perjanjian, rukun

dan syarat perjanjian. Sedangkan pembahasan tentang milk al-daulah

2 Sutrisno Hadi, Metodologi research 2, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas
Psikologi UGM, 1998), him.136.
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mencakup kepemilikan dalam Islam, pengertian milk al-daulah, dasar
hukum milk al-daulah, serta pengelolaan dan pemanfaatan milk al-daulah.

Bab tiga membahas tentang perjanjian penempatan rumah milik
Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk korban penggusuran di Kampung
Jawa Lama dalam perspektif milk al-daulah. Pembahasannya meliputi
gambaran umum wilayah penggusuran di Kampung Jawa Lama, perjanjian
penempatan rumah milik Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan korban
penggusuran yang menempati rumah Pemerintah Kota Lhokseumawe,
konsekuensi perjanjian penempatan rumah milik Pemerintah Kota
Lhokseumawe bagi warga yang menempati rumah milik Pemerintah Kota
Lhokseumawe, dan perspektif milk al-daulah terhadap perjanjian
penempatan rumah milik Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Bab empat merupakan penutup. Dalam bab terakhir ini dikemukakan
beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian
yang diajukan dalam rumusan masalah. Dalam bab ini juga diajukan
beberapa saran kepada pihak terkait sesuai dengan permasalahan yang

ditemui dalam penelitian.



BAB DUA
KONSEP PERJANJIAN DAN MILK AL-DAULAH

A. Konsep Milk al-Daulah

1. Kepemilikan dalam Islam

Al-milkiyah atau al-milk (kepemilikan, hak milik) adalah hubungan
keterikatan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi
keabsahannya oleh syarak yang hubungan keterikatan itu menjadikan harta
tersebut hanya khusus untuknya dan ia berhak melakukan semua bentuk
pengelolaan (tasarruf) terhadap harta itu selagi tidak ada suatu hal yang
menjadi penghalang dirinya dari melakukan tasarruf.>

Dilihat dari sudut pandang pihak yang berhak memanfaatkannya,
kepemilikan ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu :

a. Kepemilikan individu (al-milkiyah al-fardiyah), merupakan
kepemilikan terhadap sesuatu barang atau harta yang menurut
hukum syarak memungkinkan siapa saja untuk memanfaatkan
barang tersebut dan pemilik mendapatkan kompensasi apabila
barang yang dimilikinya digunakan dan dimanfaatkan oleh orang
lain.®* Kepemilikan ini tidak dikaitkan dengan batasan waktu, tidak
bisa digugurkan oleh orang lain, hanya bisa dipindahtangankan oleh
pemilik dengan cara akad, seperti jual beli, dengan cara perwarisan,
atau wasiat. Misalnya seseorang memiliki rumah maka ia berkuasa
terhadap rumah tersebut, dan diperbolehkan memiliki rumah untuk

dihuni, dijual serta diambil keuntungan dari harganya.** Jadi

% \Wahbah al-Zuhaili, al Figh Islami Wa Adillatuhu, Jilid 6, Terj. Abdul Hayyie
alKattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), him. 449.

31 Ali Akbar, “Konsep Kepemilikan dalam Islam”. Jurnal Ushuluddin, Vol. XVIII, No.2,
Juli 2012, Oktober 2019, him.131.

® Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor
Keuangan Syariah, him, 29.
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pemiliknya bebas memanfaatkan harta tersebut selama tidak
merugikan orang lain.**

b. Kepemilikan umum (al-milkiyah al-‘ammah), merupakan yang
diizinkan oleh syara’ kepada suatu kelompok untuk bersama-sama
memanfaatkan benda/barang. Benda yang tergolong ke dalam
kategori kepemilikan umum adalah benda yang menurut ketentuan
syarak dimiliki oleh suatu kelompok secara bersama-sama dan tidak
boleh dikuasai oleh seorang saja. Karena milik umum maka setiap
individu dapat memanfaatkannya namun dilarang memilikinya.*

c. Kepemilikan negara (al-milkiyah al-daulah), adalah harta yang
ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum muslimin/rakyat, dan
pengelolaannya menjadi wewenang negara, dimana negara berhak
memberikan atau mengkhususkan kepada sebagian kaum
muslimin/rakyat sesuai dengan kebijakannya. Makna pengelolaan
oleh negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki oleh
pemerintah untuk mengelolanya. Hak milik negara dapat dialihkan
menjadi hak milik individu jika kebijakan negara menghendaki
demikian.®

Harta dapat dimiliki oleh seseorang asal tidak bertentangan dengan
aturan hukum yang berlaku, baik hukum Islam, hukum adat maupun
Undang-undang. Seseorang dapat memperoleh kepemilikan terhadap suatu
harta/benda apabila terdapat faktor-faktor atau sebab-sebab terjadinya
kepemilikan.*® Adapun sebab-sebab kepemilikan dalam Islam antara lain

sebagai berikut:

¥ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Figh Muamalat), hIm.69.

% Ali Akbar, “Konsep Kepemilikan dalam Islam”. Jurnal Ushuluddin, Vol. XVIIl, No.2,
Juli 2012, Oktober 2019, him.133.

* |bid, him. 156.

% Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah,(Bogor: Ghalia Indonesia,
2011), him.35.
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a. laraz al-mubahat yaitu cara pemilikan melalui penguasaan terhadap
harta yang belum dikuasai atau dimiliki orang lain. Maksudnya
apabila seseorang telah menguasai harta tertentu dengan maksud
memiliki maka itu menjadi miliknya. Contohnya seperti ikan di laut,
rumput di jalan, hewan dan pohon kayu di hutan, dan lain sebagainya.
Setiap orang berhak menguasai harta benda ini untuk tujuan dimiliki
sebatas kemampuan masing-masing.>” Untuk memiliki benda-benda
mubarhat diperlukan dua syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1) Benda tersebut sebelumnya belum dimiliki dan dikuasai orang lain.
Contohnya adalah seseorang mengumpulkan air dalam satu wadah,
kemudian air tersebut dibiarkan, maka orang lain tidak boleh
mengambil air tersebut, karena telah diizrazkan orang lain.

2) Adanya niat (maksud) untuk memiliki, maksudnya seseorang
memperoleh harta mubahat tanpa adanya niat tidak termasuk i4raz,
misalnya seorang pemburu meletakkan jaringnya di sawah,
kemudian terjeratlah burung-burung, bila pemburu meletakkan
jaringnya sekedar untuk mengeringkan jaringnya, maka ia tidak
berhak memiliki burung-burung tersebut.®

b. Al-khalafiyah atau penggantian. Yang dimaksud dengan khalafiyah
atau penggantian di sini adalah penggantian oleh seseorang terhadap
orang lain dalam kedudukannya sebagai pemilik suatu harta atau
benda. Penggantian tempat ini ada dua macam :

1) Khalafiyah syakhsin ‘an syakhsin yaitu penggantian oleh seseorang
terhadap orang lain dalam hal warisan. Dalam penggantian itu si
waris menempati tempat si muwaris dalam memilki harta-harta
yang ditinggalkan oleh muwaris. Harta yang ditinggalkan oleh

muwaris disebut tirkah.

%7 Abdullah Abdul Husain at-Tarigi, Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan. him. 84.
%8 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), him.38.
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2) Khalafiyah syai’un ‘an syai’in adalah penggantian oleh sesuatu
terhadap sesuatu yang lain, yaitu apabila seseorang merugikan
milik orang lain atau merebut milik orang lain, kemudian rusak
atau hilang ditangannya, maka wajiblah dibayar harganya dan
diganti kerugian-kerugian pemilik harta. Maka Khalafiyah syai 'un
‘an syai’in disebut tadmin atau za ‘wid (menjamin kerugian).*
c. Tawallud min mamlik yaitu segala sesuatu yang timbul dari harta
benda yang dimiliki baik hasilnya datang secara alami maupun usaha
pemiliknya seperti keuntungan dari dagangan yang dilakukan atas
harta bendanya dan gaji yang diperoleh atas prestasi pekerja.*
2. Pengertian milk al-daulah

Milk al-daulah merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab yang
terdiri dari gabungan dua kata yaitu milk dan al-daulah. Kata milk (<)
berarti milik atau penguasaan terhadap suatu benda.** Sedangkan dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), milik mempunyai arti kepunyaan
atau peruntungan.*” Jadi milik mempunyai arti kepemilikan atas harta benda
serta kewenangan bertindak atasnya secara bebas.

Menurut Wahbab al-Zuhaili, kata al-milk sebagaimana digunakan

untuk menunjukkan arti hubungan Kketerikatan, juga bisa digunakan untuk
menunjukkan arti sesuatu yang dimiliki, seperti perkataan “haza milki”

yang artinya ini adalah sesuatu milik ku.*

** Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), him.39.

0 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah di Lembaga Keuangan
dan Bisnis Kontemporer, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), him.29.

1 Ahmad Warson, Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif,
1997), him. 1358.

2 Tim Redaksi Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
edisi keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), him. 914.

* Wahbah al-Zuhaili, al Figh Islami Wa Adillatuhu, Jilid 6, Terj. Abdul Hayyie
alKattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), him. 449.
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Sedangkan kata al-daulah (453l ) berasal dari kata 4152 -ds x — Jia
yang mempunyai arti bergilir, beredar, dan berputar.* Secara istilah kata
daulah yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan negara merupakan
organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang sah yang
diikuti oleh rakyatnya, yang keberadaan dan pendiriannya telah diakui
secara international, sekelompok sosial yang menempati suatu wilayah
tertentu yang diorganirsasi di bawah lembaga politik dan berdaulat, efektif,
mempunyai unit politik, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.*

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa milk al-
daulah adalah kepemilikan dengan kewenangan untuk bertindak terhadap
sesuatu atas kuasa negara, atau segala sesuatu yang menjadi kepemilikan
negara sesuai ketentuan yang berlaku.*® Kepemilikan negara juga diartikan
sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berkenaan dengan semua
kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk bagi non muslim.”’
Kepemilikan tersebut harus dijaga, agar tidak merugikan hak milik orang
lain. Peran pemerintah yang berwenang adalah sebagai pihak penanggung
jawab atas pengelolaan atau pemanfaatan harta tersebut agar tidak dimiliki
secara personal dan benar-benar digunakan untuk kepentingan umum.

Dalam hal pemanfaatan dan kepemilikan yang dimiliki oleh
masyarakat, negara mempunyai hak intervensi. Kepemilikan tersebut harus
tetap dijaga, agar tidak bersentuhan atau merugikan hak milik orang lain,
tidak menimbulkan bahaya atau kemudharatan bagi orang lain, serta tidak

tertutup, mempersulit, dan tidak bisa di akses oleh orang lain.*®

* Dahlan Abdul Aziz, dkk, Ensiklopedia Hukum Islam, (al-Mausii’ah al-Fighiyah), Jilid
IV, (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve Jakarta, 2001) him. 56.

* Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta Barat: PT. Media
Pustaka Phoenix, 2012), him.593.

¢ Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), him. 49.

* Abdullah Abdul Husain at-Tarigi, Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan,
(Yogyakarta: Mengistra Insania Press, 2004), him. 58.

* Abdul Sami’ al-Mishri, Pilar-piar Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Belajar,
2006), him. 63.
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Harta milik negara (milk al-daulah) seperti jalan raya, air, padang
rumput, irigasi, dan sungai merupakan harta bersama, yang diperuntukkan
bagi kepentingan dan kemaslahatan bersama, dimana negara dan
masyarakat dapat sama-sama memanfaatkannya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Masyarakat yang memanfaatkan harta tersebut tidak
boleh merusak harta itu, tidak boleh berlaku sewenang-wenang dengan
melanggar hak orang lain, dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi
dengan melarang orang lain untuk memanfaatkannya.*’

Menurut Imam Ahmad Bin Hanbal, tanah negara merupakan bagian
dari milk al-daulah, yaitu tanah yang tidak dimiliki seseorang secara
pribadi, karena tanah tersebut harus dikuasai oleh negara dan
pemanfaatannya dipergunakan untuk kemaslahatan umum dan tidak boleh
dijadikan tanah mati. Tanah mati (lahan tidur) tidak boleh dihidupkan oleh
personal warga negara tanpa ada izin dari pemerintah dan tanah mati tidak
boleh dijadikan lahan tidur, dalam arti bahwa tanah harus diberdayakan dan
dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umum.>

Dari penjelasan dan kajian tersebut dapat dipahami bahwa, milk al-
daulah adalah suatu harta yang merupakan milik, kepunyaan atau dikuasai
negara. Peran kepala negara atau pemerintah ialah sebagai pihak yang
bertanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan harta tersebut agar
tidak dimiliki secara individu atau setiap orang secara pribadi karena masih
memiliki kaitan dengan kepentingan masyarakat secara umum. Negara atau
pemerintah sebagai pihak yang bertugas mengurus milk al-daulah, dapat
memberikan kepercayaan pemanfaatan kepada masyarakat sekitar, tetapi
dengan ketentuan-ketentuan dan kebijakan-kebijakan yang telah diatur oleh

pemerintah. Pihak masyarakat tidak dapat menguasai ataupun mengambil

“9 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007), him. 79.

%0 Mahli Ismail, Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara,
2013), him. 37.
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manfaat atas harta tersebut dengan mengabaikan dan tidak menjalankan

sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berikut ada beberapa harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis

kepemilikan negara, dan khalifah/pemerintah berhak mengelolanya dengan

pandangan ijtihad/kebijakannya, yaitu:

a.

Harta ghanimah atau anfal yaitu harta yang diperoleh dari rampasan
perang dengan orang Kkafir, fai’(harta yang diperoleh dari musuh tanpa
peperangan) dan khumus (mengeluarkan seperlima dari sisa
pendapatan pertahun dan sebagian dari hal-hal lain seperti barang
tambang, harta karun sesuai dengan ketentuan yang berlaku).

Harta yang berasal dari kharaj yaitu hak kaum muslimin atas tanah
yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan atau tidak.
Dapat dikatakan kharaj merupakan hasil bumi yang dikenakan pajak
atas tanah yang dimiliki oleh non muslim. Misalnya dengan
dikeluarkannya pungutan dari hasil pertanian.

Harta yang berasal dari jizyah yaitu hak yang diberikan Allah kepada
kaum muslimin dari orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada
Islam. Mereka mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan
umat muslim, dan barang siapa yang masih tetap mempertahankan
agama yang telah dianutnya, maka dia tidak boleh dipaksa keluar dari
agamanya, namun dia wajib membayar jizyah.

Harta yang berasal dari daribah (pajak). Daribah merupakan pajak
tambahan dalam Islam yang sifat dan karakteristiknya berbeda dengan
pajak menurut teori ekonomi non-Islam, daribah hanya dipungut
untuk memenuhi target yang telah ditentukan.

Harta yang berasal dari ‘usyar yaitu pajak penjualan yang diambil
pemerintah dari pedagang yang melewati batas wilayahnya. Dalam

tradisi masyarakat Arab, ‘usyar ialah pungutan sepersepuluh dari
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harta yang diperdagangkan ketika seseorang melintasi perbatasan

suatu negara, dengan kata lain ‘usyir sama dengan bea cukai.

f. Amwal al-fadla adalah harta yang berasal dari benda kaum muslimin
yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan harta dari sisa waris, atau
berasal dari barang seorang muslimin yang pergi meninggalkan
negerinya dan pemerintah suatu negara adalah badan yang dipercaya
untuk menjadi pengelola kekayaan dan keuangannya.

g. Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad.

h. Harta yang diperoleh secara tidak sah oleh para penguasa, pegawai
negara, harta yang didapat yang tidak sesuai dengan ketentuan syarak.

I. Harta lain milik negara yang diperoleh dari badan usaha milik negara
(di Indonesia disebut BUMN), misalnya seperti padang pasir, gunung,
pantai, laut dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya, dan semua
bangunan yang didirikan oleh negara dengan menggunakan harta
Baitul Mal.>!

Dalam suatu negara Islam, terdapat sejumlah alternatif sumber
pendapatan negara, salah satu sumber pendapatan negara adalah zakat.
Namun dalam pengalokasiannya dana zakat hanya terbatas digunakan untuk
delapan asnaf seperti ditentukan dalam firman Allah SWT dalam surah at-
Taubah: 60. Sedangkan untuk pembiayaan pengeluaran negara lainnya
dapat dipenuhi dari sumber-sumber pendapatan negara dari non-zakat.
Sumber-sumber penerimaan dari non-zakat tersebut di antaranya adalah
ghanimah atau anfal, kharaj, jizyah, ‘usyar dan lain sebagainya.

3. Dasar hukum milk al-daulah

Harta merupakan karunia dari Allah SWT yang diberikan kepada

seluruh makhluk-Nya yang ada di alam semesta ini, baik kepada manusia,

hewan-hewan yang ada di sekitar manusia maupun makhluk lainnya yang

*! Ali Akbar, “Konsep Kepemilikan dalam Islam”. Jurnal Ushuluddin, Vol. XVIII, No.2,
Juli 2012, Oktober 2019, him.137.
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tersebar di seluruh jagad raya. Dengan karunia harta, manusia mendapatkan
fasilitas penunjang dalam memperlancar kehidupan di dunia dan menjadi
sarana dalam beribadah kepada Allah SWT.>

Adapun landasan yang menjelaskan kepemilikan Allah atas segala

harta terdapat pada QS. al-Bagarah ayat 284:
& _o L
w;ngmm du\jmog-- ~3ysgujo;~m\gum
”9@“‘)5&5‘\“‘5 &u.\,uj;wudw ]

Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan ada yang dibumi.

Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu

menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu

tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-

Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. al-Bagarah:284)
Kemudlan dalam QS al- Najm ayat 31:

oR ”..’ib;
Dan kepunyaan (Allah) apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi
supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat
terhadap apa yang telah mareka kerjakan dan memberi balasan kepada
orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik. (QS. al-
Najm:31).

Dalam Tafsir Al-Azhar dijelaskan, bahwa ayat ini menimbulkan
keteguhan dalam hati orang yang telah beriman, bahwasanya seluruh
kekuasaan yang ada di permukaan bumi dan langit adalah mutlak bagi Allah
SWT.>® Adapun status manusia hanya bertindak sebagai khalifah terdapat

dalam firman Allah SWT yaitu QS. al-Bagarah ayat 30:

ﬁ/a//. u’aj(}“ (.2 :}f\-;- Z;\ :/ P e - &éj JG ;5

°2 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema
Insani, 2001). him. 9.
5% Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jilid 9 Cet V, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003),
him. 7002.
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Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku
hendak menjadikan khalifah di bumi.” (QS. al-Bagarah ayat:30)

Ayat-ayat Al-Quran di atas menjelaskan mengenai bahwa pada
hakikatnya segala sesuatu baik harta yang dimiliki oleh manusia dan semua
yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah SWT, manusia hanya
mendapatkan amanah sebagai khalifah di bumi untuk menggunakan dan
memanfaatkannya demi kemaslahatan.**

Adapun hadis Nabi yang menjadi landasan tentang kepemilikan

umum antara lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu:
di\-{;ﬂ Syalesl ;{;J.:uj up Al fos i 325 JB ; J6 u‘\-& S oE
ool olgy) oyl Al e 1t 3 B i g 5 oS sl g el

55(4,,.\_‘

Dari Ibnu ‘Abbas RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “orang-orang
muslim saling memiliki hak yang sama dalam tiga hal, yakni air, rumput
liar dan api, memperdagangkannya adalah haram”. Abu Said mengatakan
bahwa yang dimaksud dengan air tersebut adalah air yang mengalir. (HR.
Ibnu Majah).

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa air, padang rumput, dan api
dilarang untuk dimiliki individu bukan karena jenis bendanya, tetapi karena
kedudukannya sebagai benda yang dibutuhkan masyarakat umum. Bahwa
barang yang disebut adalah suatu barang yang dimiliki dengan ‘illah *°
untuk kepentingan umum, dan tidak ada yang boleh digunakan untuk
kepentingan pribadi. Adapun yang dimaksud dengan penyebutan air, api,
dan rumput tidak dilihat dari segi jenis barangnya tetapi kedudukan dan

% Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), him.7.

>> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2, (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2007), him 433.

*® Yang dimaksud dengan ‘illah ialah suatu sifat yang nyata yang terang tidak bergeser-
geser yang dijadikan pergantungan suatu hukum atau suatu sifat yang berfungsi sebagai
pengenal bagi suatu hukum. Dikutip dari jurnal: Program Pascasarjana UIN Raden Intan
Lampung, “Peran ‘//lah dalam Ijtihad Hukum Islam”. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam,
Vol. 11, No. 1, Februari 2018, him. 92.



29

kemanfaatannya untuk kemaslahatan masyarakat umum. Sama halnya
dengan fasilitas-fasilitas umum ataupun harta milik negara seperti jalan,
badan sempadan pantai dan lain sebagainya walaupun tidak disebutkan
dalam hadis secara eksplisit tetap tidak dibolehkan untuk dimiliki secara
individu karena ‘i/lah dari benda ini adalah untuk kepentingan umum.

Berdasarkan firman Allah dan hadis Nabi yang telah disebutkan di
atas Allah SWT telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, manusia
diciptakan sebagai khalifah untuk mengelola harta tersebut sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat
umum, harta tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi,
harus ada izin dari pemerintah yang berwenang.
4. Pengelolaan dan pemanfaatan milk al-daulah

Di dalam Islam terdapat batasan dalam menggunakan harta, yaitu:

a. Batasan dari segi kualitas, hal ini berkaitan dengan larangan
membelanjakan harta untuk mendapatkan barang yang memabukkan
dan menimbulkan kerusakan pada tubuh dan akal.

b. Batasan dari segi kuantitas, pembatasan ini bertujuan untuk
menghindari kondisi dimana pemasukan lebih Kkecil dari pada
pengeluaran.®
Terhadap kepemilikan negara, Allah memberikan wewenang kepada

pemerintah untuk mengatur urusan kaum muslimin, meraih kemaslahatan
dan memenuhi kebutuhan, sesuai dengan ijtihadnya dalam meraih kebaikan
dan kemaslahatan. Maka pemerintah harus mengelola harta-harta milik
negara semaksimal mungkin agar pendapatan Baitul Mal bertambah, dan
dapat dimanfaatkan kaum muslim, sehingga milik negara tidak sia-sia,

hilang manfaatnya dan pendapatannya terputus.®® Pemerintah diperbolehkan

> Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, alih bahasa Zainal Arifin dan
Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani,1997), him.158.

% Ali Akbar, “Konsep Kepemilikan dalam Islam”. Jurnal Ushuluddin, Vol. XVIII, No.2,
Juli 2012, Oktober 2019, him.136.
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mengelola dan memanfaatkan harta milik negara dengan berbagai cara
asalkan memberikan kemaslahatan dan bermanfaat bagi masyarakat. Tidak
boleh seseorang memiliki harta tersebut untuk kepentingannya sendiri dan
bertentangan dengan kepentingan umum.

Dalam pendistribusian kekayaan, Islam membolehkan kepemilikan
individu dengan menentukan bagaimana cara memilikinya. Oleh karenanya
Islam memiliki cara sendiri dalam membantu individu yang lemah sehingga
kebutuhannya terpenuhi. Hal ini juga didasarkan atas kuat lemahnya
perekonomian masyarakat. Selain itu Islam juga menjadikan harta sebagai
hak milik umum bagi seluruh kaum muslimin, sehingga tidak ada
seorangpun yang boleh memilikinya atau mempertahankannya untuk
kepentingan pribadi. Dalam hal ini negara hanya memiliki hak untuk
membatasi, mengatur, serta mengelola kepemilikan tersebut dengan tujuan
untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Dalam melaksanakan kewajiban, negara harus memberikan dampak
positif dan manfaat bagi seluruh masyarakat. Maksudnya, negara harus
membelanjakan harta untuk kemaslahatan, mengakomodasi segala
kebutuhan masyarakat dan juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang
dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian dapat diwujudkan kemaslahatan
bagi seluruh masyarakat.

Berkenaan dengan harta pemberian negara yang diberikan kepada
masyarakat biasanya berbentuk kepemilikan atas manfaat. Dalam figh
muamalah kepemilikan atas manfaat suatu harta dibagi menjadi lima faktor,
yaitu peminjaman (al-qard), penyewaan (al-ijarah), perwakafan, wasiat,
dan pembolehan (al-ibarah). Dalam hal ini kepemilikan atas manfaat yang
dimaksud melalui faktor pembolehan atau al-ibahsah.

Pembolehan (al-ibakah) merupakan izin untuk menggunakan,
memanfaatkan sesuatu baik izin dari individu maupun dari pemerintah yang

bersifat umum untuk memanfaatkan dan menggunakan fasilitas-fasilitas
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umum seperti jalan, sekolah, mengelola tempat wisata dan lain sebagainya.
Ulama Hanaftyah berpendapat bahwa al-ibakah adalah pemilikan hak
memanfaatkan dan menggunakan sesuatu secara nyata dengan menjaga dan
menguasainya, sedangkan menurut Ulama Malikiyah berpendapat bahwa
al-ibarah hanya berupa pemanfaatan yang bersifat personal. Para fugaha
berpendapat bahwa pihak yang bersangkutan tidak boleh menyerahkan
pemanfaatan sesuatu tersebut kepada orang lain.*® Berhubungan dengan
kepentingan umum, pemerintah berhak untuk melarang reklamasi
(menghidupkan) sejumlah tanah negara atau untuk menentukan batas tanah-
tanah milik negara yang dapat direklamasikan. Sehingga tanah mati (lahan
tidur) yang dihidupkan adalah milik negara.

Pengumpulan yang dilakukan oleh individu atas izin negara adalah
sah, kecuali apabila ada larangan dari pihak yang berwenang. Individu yang
menghidupkan sebidang tanah negara berhak mengambil manfaat dari tanah
tersebut dan mencegah pihak lain merebut tanah itu darinya. Namun, tanah
tersebut tidak menjadi milik pribadinya. Atas dasar pemanfaatan tanah,
pemerintah berwenang mengenakan pajak atas individu tersebut. Hal ini
dikarenakan negara mempunyai hak kepemilikan permanen atas tanah itu.

Pengelolaan harta milik negara bukan berarti menjadikan negara
sebagai produsen ataupun pengusaha, tetapi negara hanya sebagai
pengelola, dan pengelolaan harta tersebut ditujukan untuk kemaslahatan
masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Tujuan dari pengelolaan harta
milik negara ini ialah untuk pengaturan bukan untuk mencari keuntungan.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan
antara kepemilikan dengan al-ibahah. Kepemilikan memberikan kebebasan
sepenuhnya kepada si pemilik untuk menggunakan barang miliknya selama
tidak ada aturan yang menghalanginya. Sedangkan al-ibakah hanya

% Wahbah al-Zuhaili, al Figh Islami Wa Adillatuhu, Jilid 6, Terj. Abdul Hayyie
alKattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), him. 454.
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memberikan hak untuk memanfaatkan sesuatu yang boleh dilakukan dengan
adanya izin untuk mengelolanya. Pemanfaatan dan pengelolaan terkait harta
milik negara sudah diatur dengan sangat baik, harta tersebut diperbolehkan
untuk dimanfaatkan akan tetapi tidak boleh menimbulkan kerugian dan
kemudharatan bagi orang lain, pemerintah diberikan wewenang untuk
mengatur pengelolaan harta milik negara tersebut dengan tujuan untuk

mendatangkan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat.



BAB TIGA
PENEMPATAN BANGUNAN RUSUNAWA UNTUK KORBAN
PENGGUSURAN DI KAMPUNG JAWA HAGU (JAGU)
MELALUI PROGRAM KOTAKU LHOKSEUMAWE DALAM
PERSPEKTIF MILK AL-DAULAH

A. Gambaran Umum Wilayah Penggusuran di Kampung Jagu
Lhokseumawe

Aceh adalah provinsi yang dikelilingi oleh gunung dan lautan, salah
satunya Kota Lhokseumawe. Kota Lhokseumawe adalah sebuah kota yang
berada di Provinsi Aceh, kota ini tepatnya berada di tengah-tengah jalur timur
Sumatra, berada di antara Banda Aceh dan Medan, sehingga kota ini merupakan
jalur vital distribusi dan perdagangan di Aceh. Kota Lhokseumawe memiliki
luas daerah sebesar 15.344 ha (dibanding luas seluruh provinsi Aceh 5.677.081
ha), dengan batas wilayah yaitu: sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka,
sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh
Utara, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten
Aceh Utara dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Dewantara
Kabupaten Aceh Utara.®

Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kota Lhokseumawe sebanyak
190.903 jiwa dengan kepadatan 1.054 jiwa/kmz2.®* Kota Lhokseumawe dengan
ketinggian 2-24 meter di atas permukaan laut memiliki luas wilayah 181,06 km?
yang dibagi dalam 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Blang Mangat,
Kecamatan Muara Satu, Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Banda Sakti.
Pada Kecamatan Banda Sakti ini lah terdapat wilayah penggusuran vyaitu

Kampung Jawa Lama dan Hagu.®?

% Portal Resmi Kota Lhokseumawe, Pemerintah Kota Lhokseumawe, Diakses pada
tanggal 10 Mei 2022 dari situs: https://www.lhokseumawekota.go.id/profile.php?id=1

® Disdukcapil Kemendagri, Visualisasi Data Kependudukan-Kementerian Dalam Negeri
2021, Diakses pada tanggal 7 Juni 2022 dari situs: www.dukcapil.kemendagri.go.id.

%2 portal Resmi Kota Lhokseumawe, Pemerintah Kota Lhokseumawe, Diakses pada
tanggal 10 Mei 2022 dari situs: https://www.lhokseumawekota.go.id/profile.php?id=1.
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Tabel 1
Daftar nama desa di Kecamatan Banda Sakti
Jumlah
No. Kecamatan Luas Daftar desa
desa
1. Banda Sakti 11,24 km?2 18 Banda Masen

Hagu Barat Laut

Hagu Selatan

Hagu Teungoh
Jawa Baru

Jawa Lama
Keude Aceh

Kota Lhokseumawe

Kuta Blang
Lancang Garam
Mon Geudong
Pusong Baru

Pusong Lama
Simpang Empat

Tumpok Teungoh

Ujong Blang
Ulee Jalan

Uteun Bayi

Sumber: Portal Resmi Kota Lhokseumawe, Pemerintah Kota Lhokseumawe, Diakses pada
tanggal 10 Mei 2022 dari situs: https://www.lhokseumawekota.go.id/profile.php?id=1

Kampung Jawa Lama dan Hagu (Jagu) merupakan kawasan kumuh

dengan luas 18,38 Ha, kawasan ini terletak di daerah pesisir pantai namun

kondisi daerah tersebut tidak terawat dan kumuh karena belum adanya akses

jalan serta sarana pendukung lainnya, kawasan ini sangat strategis apabila

dijadikan tempat untuk rekreasi kawasan tepi pantai. Masyarakat di Desa


https://id.wikipedia.org/wiki/Banda_Masen,_Banda_Sakti,_Lhokseumawe
https://id.wikipedia.org/wiki/Hagu_Barat_Laut,_Banda_Sakti,_Lhokseumawe
https://id.wikipedia.org/wiki/Hagu_Selatan,_Banda_Sakti,_Lhokseumawe
https://id.wikipedia.org/wiki/Hagu_Teungoh,_Banda_Sakti,_Lhokseumawe
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Baru,_Banda_Sakti,_Lhokseumawe
https://id.wikipedia.org/wiki/Keude_Aceh,_Banda_Sakti,_Lhokseumawe
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Lhokseumawe,_Banda_Sakti,_Lhokseumawe
https://id.wikipedia.org/wiki/Kuta_Blang,_Banda_Sakti,_Lhokseumawe
https://id.wikipedia.org/wiki/Lancang_Garam,_Banda_Sakti,_Lhokseumawe
https://id.wikipedia.org/wiki/Mon_Geudong,_Banda_Sakti,_Lhokseumawe
https://id.wikipedia.org/wiki/Pusong_Baru,_Banda_Sakti,_Lhokseumawe
https://id.wikipedia.org/wiki/Pusong_Lhokseumawe,_Banda_Sakti,_Lhokseumawe
https://id.wikipedia.org/wiki/Simpang_Empat,_Banda_Sakti,_Lhokseumawe
https://id.wikipedia.org/wiki/Tumpok_Teungoh,_Banda_Sakti,_Lhokseumawe
https://id.wikipedia.org/wiki/Ujong_Blang,_Banda_Sakti,_Lhokseumawe
https://id.wikipedia.org/wiki/Ulee_Jalan,_Banda_Sakti,_Lhokseumawe
https://id.wikipedia.org/wiki/Uteun_Bayi,_Banda_Sakti,_Lhokseumawe
https://www.lhokseumawekota.go.id/profile.php?id=1

35

Kampung Jawa Lama dan Hagu ini mendirikan rumah di sempadan pantai
membuat permukiman kumuh akibat ketidakteraturan bangunan dan sanitasinya
juga buruk karena menjadi tempat buangan langsung limbah rumah tangga dan
sampah.

Permasalahan lingkungan di kawasan Jagu secara umum disebabkan
oleh permasalahan persampahan, buruknya kualitas jaringan drainase, kawasan
permukiman sering terjadi genangan air atau banjir akibat pasang surutnya air
laut, kurang tersedianya prasarana proteksi kebakaran, belum memadainya akses
jalan lingkungan, ketidakteraturan bangunan hunian, dan saluran pembuangan
air limbah rumah tangga tercampur dengan drainase lingkungan dan menuju tepi
pantai.®® Masyarakat yang mendirikan bangunan di sempadan pantai di Desa
Kampung Jawa Lama dan Hagu umumnya merupakan masyarakat kurang
mampu yang bekerja sebagai buruh harian lepas, tukang becak, pedagang
keliling, pengajar, nelayan yang mengandalkan pendapatannya sebagai buruh
pada kapal-kapal penangkap ikan, dan berposisi sebagai Anak Buah Kapal
(ABK). —_—

Gambar 1. Kondisi permukiman kumuh di Kampung Jawa Lama dan Hagu

® Hasil wawancara dengan Zul Azhari, Asisten Safeguard KOTAKU Lhokseumawe,
pada hari Rabu 23 Maret 2022.
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Untuk mengatasi permasalahan kumuh tersebut, Pemerintah Kota
Lhokseumawe melaksanakan penataan kawasan nelayan Jagu, melalui program
Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) merupakan salah satu program yang diarahkan
untuk menangani permasalahan yang permukiman kumuh, melalui peningkatan
akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman perkotaan.
Penataan Kawasan ini berpotensi menimbulkan dampak sosial dan lingkungan
seperti masyarakat yang kehilangan tempat tinggalnya meskipun tanah atau
lahan yang akan di bangun berada di Kecamatan Banda Sakti (Kampung Hagu
Selatan dan Kampung Jawa Lama) yang menjadi lokasi penataan merupakan
tanah milik negara.®

Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Surat Keputusan (SK) Walikota
Lhokseumawe Nomor 342 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Kawasan
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Lhokseumawe,
menetapkan luasan kumuh sebesar 208,5 Ha terdapat di 15 kawasan yang
terletak di 19 desa di 4 kecamatan. Rencana aksi penanganan permukiman
kumuh Kota Lhokseumawe dituangkan dalam memorandum program Rencana
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan
(RP2KPKP), yang meliputi rencana penataan kawasan prioritas yaitu kawasan
kumuh JAGU dengan luas 18,38 Hektar yang akan dilaksanakan di tahun 2019-
2020. Lingkup kawasan yang ditata adalah 18,38 Hektar meliputi 2 (dua) desa,
yaitu desa Hagu Selatan dengan luasan kumuh sebesar 5,82 Ha, desa Kampung
Jawa Lama dengan luasan kumuh sebesar 12,56 Ha. Penataan kawasan kumuh
JAGU ini merupakan bagian dari program Pemerintah Kota Lhokseumawe
dalam revitalisasi kawasan wisata nelayan Jagu.®

Rencana penataan kawasan kumuh Jagu meliputi; pembangunan jalan

pedestrian tepi pantaii, pembangunan jalan tepi pantai dan pedestrian

* Hasil wawancara dengan Furgan, salah satu staf di Kantor Dinas Pekerjaan Umum
Kota Lhokseumawe, Pada 25 Juni 2021.

® Hasil wawancara dengan Zul Azhari, Asisten Safeguard KOTAKU Lhokseumawe,
pada hari Rabu 23 Maret 2022.
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dilaksanakan untuk memudahkan akses warga yang di kawasan Jagu dan
penataan bangunan liar di sepanjang tepi pantai. Panjang jalan pedestrian 1053
meter dengan lebar + 8 meter yang membentang di sisi batu pemecah
gelombang (break water) tepi pantai. Ruas jalan pedestrian akan membelah
ruang terbuka publik dan dilengkapi sarana olah raga, balai nelayan, bengkel
boat, kegiatan jalan tepi pantai tersebut menjadi jalan akses antara desa Hagu
Selatan dan desa Kampung Jawa Lama; Pembangunan ruang terbuka publik,
fasilitas yang disediakan di ruang terbuka publik, meliputi jalan yang nyaman,
taman dengan pepohonan yang teduh, bangku taman, toilet umum, lampu PJU,
gerai-gerai kuliner UKM (Usaha Kecil Menengah), tempat sampah, dan area
parkir. Kegiatan pengelolaan taman dilakukan untuk mempercantik kawasan dan
juga meningkatkan ekonomi warga; dan penataan permukiman berkonsep
penataan kawasan nelayan Jagu, tujuannya selain menambah keasrian kawasan,
juga untuk mengubah perilaku masyarakat yang selama ini menjadikan pantai
sebagai tempat pembuangan sampah dan air limbah rumah tangga, penataan ini
dilakukan pula dengan peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui
pembangunan instalasi penyediaan infrastruktur air minum, persampahan, air
limbah, proteksi kebakaran, dan penyediaan estetika lingkungan dengan
penghijauan, balai nelayan kawasan Jagu.®®

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis menyimpulkan bahwa warga
kawasan nelayan Jagu telah memanfaatkan tanah milik negara dan membuat
kerusakan terhadap tanah milik negara tersebut, Pemerintah Kota Lhokseumawe
menangani masalah tersebut dengan penataan kembali kawasan nelayan Jagu
dengan program dari KOTAKU dengan tujuan untuk mencegah permukiman
kumuh serta tidak sehat dan merelokasikan warga terdampak penggusuran ke

bangunan Rusunawa yang terletak di desa Ulee Jalan.

% 1bid.
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B. Mekanisme Penempatan Bangunan Rusunawa Untuk Korban
Penggusuran di Kampung Jagu

Pemerintah Kota Lhokseumawe ingin menjadikan kawasan Jagu yang
wilayahnya berada di garis sempadan pantai menjadi kawasan yang terintegrasi
dengan permukiman yang layak huni dan meningkatkan kualitas hidup
warganya. Jumlah warga yang berada di kawasan ini sebanyak 234 KK. Ada 35
KK di antara yang terdampak langsung kehilangan tempat tinggal, usaha dan
aset lainnya sebagai akibat dari penggusuran. Jenis-jenis aset yang terdampak
dalam rencana kegiatan penataan kawasan nelayan Jagu ini berupa tanah,
bangunan, tanaman, dan objek lainnya. Berdasarkan hasil pendataan terdapat 30
unit bangunan hunian, 3 unit bangunan usaha, 1 unit bangunan hunian, dan 1
unit tempat usaha pondasi rumah yang kena penggusuran.®’

Status tanah Warga Terdampak Penggusuran (WTP) yang berada di
lokasi penataan merupakan permukiman di atas tanah ilegal (tanah negara
peruntukan sempadan pantai) yang berada di sempadan pantai. Izin pendirian
bangunan hanya melalui lisan kepala desa setempat atau tokoh masyarakat
bahkan ada juga yang membangun rumah tanpa izin dari perangkat desa
setempat. Pada awalnya bangunan yang dibangun sangat sederhana, namun
seiring dengan berjalannya waktu bangunan tersebut direnovasi menjadi
kontruksi temporer/papan/kayu, semi permanen, bahkan ada yang permanen
tanpa ada himbauan dan larangan dari Pemeritah Kota/instansi terkait. Warga
terdampak penggusuran ada yang telah bermukim di lokasi tersebut sejak tahun
1960-an, meskipun tidak punya hak atas tanah yang mereka tempati.®

Untuk mewujudkan rencana penataan ini, Pemerintah Kota
Lhokseumawe melakukan identifikasi jumlah warga terdampak penggusuran
(WTP), inventarisasi aset terdampak dan luas tanah negara yang akan digunakan

untuk penataan kawasan. Identifikasi warga terdampak penggusuran dan

®” Hasil wawancara dengan Zul Azhari, Asisten Safeguard KOTAKU Lhokseumawe,
pada hari Rabu 23 Maret 2022.
* Ibid.
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inventarisasi aset terdampak dimaksudkan untuk penyiapan skema kebijakan
kompensasi ganti rugi yang akan diberikan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe
kepada warga terkena penggusuran sesuai dengan haknya.®®

Ganti rugi menurut hukum perdata adalah pemberian prestasi yang
setimpal akibat suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian yang diderita oleh
salah satu pihak yang melakukan kesepakatan. Adapun dalam Undang-Undang
No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum, pasal 1 ayat (10) disebutkan ganti kerugian adalah
penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses
pengadaan tanah.

Ganti rugi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah
berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam rapat
yang dipimpin oleh Camat Banda Sakti dan dihadiri Kelompok Kerja (POKJA)
penataan kawasan Jagu, Satuan Kerja (SATKER) penataan kawasan
Jagu, aparatur gampong dan warga terkena penggusuran. Dari hasil sosialisasi
dan rembuk pada tanggal 22 Agustus 2019 di Meunasah Ar-Rahim Kampung
Jawa Lama disepakati bagi warga yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM)
akan mendapatkan kompensasi ganti rugi untuk lahan dan bangunan yang
terkena pembangunan baik terpotong maupun keseluruhannya, bagi warga yang
tidak memliki SHM hanya mendapatkan bantuan sosial. Sedangkan bagi warga
yang tidak memiliki tempat tinggal akan direlokasi ke Rusunawa yang berada di
desa Ulee Jalan berjarak £ 5 KM dan di bebaskan biaya sewa selama 2 tahun
(pasca relokasi), sedangkan pemindahannya dilakukan secara mandiri, adapun
warga yang masih berkeinginan tinggal di sekitar kawasan Jagu atau ke lokasi
lainnya dibolehkan dengan ketentuan tidak lagi bermukim di sempadan pantai,
karena bermukim di sempadan pantai merupakan perbuatan illegal. Bagi warga
terkena penggusuran yang tetap ingin tinggal di sekitar kawasan Jagu dan tidak

ingin pindah ke bangunan Rusunawa, Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak lagi

% 1bid.
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memfasilitasi. Bantuan sosial atau santunan yang diberikan oleh Pemerintah
Kota Lhokseumawe merupakan bentuk kepedulian terhadap warga terdampak
atas bangunan warga yang terkena dampak, meskipun mereka mendirikan
bangunan/rumahnya di atas tanah illegal (sempadan pantai).”

Dari kesepakatan tersebut masih ada keluhan warga terkena
penggusuran, mereka keberatan jika direlokasi ke wilayah lain atau ke
Rusunawa, meskipun lahan yang mereka tempati tersebut selama ini merupakan
lahan illegal namun karena mereka telah menempati lahan tersebut puluhan
tahun dan pada umumnya mereka bekerja sebagai nelayan serta pedagang,
mereka sangat bergantung hidup dengan melaut dan berjualan sehingga sangat
berpengaruh pada lapangan pekerjaan dan perekonomian mereka, oleh
karenanya diharapkan PEMDA harus lebih bijaksana dalam penataan kawasan
Jagu ini setidaknya memberikan solusi untuk lahan pekerjaan serta pendapatan
perekonomian bagi warga terkena penggusuran.”” Akan tetapi PEMDA telah
mengambil kebijakan untuk mengarahkan dan berkoordinasi dengan warga
terkena penggusuran bahwasanya guna untuk menata kawasan kumuh Jagu
mereka akan direlokasi ke Rusunawa yang lokasinya tidak jauh dari tempat
tinggal mereka serta tidak jauh dari laut sehingga mereka dapat melanjutkan
mata pencaharian mereka sebagai nelayan dan pedagang serta jika kawasan
kumuh Jagu ini selesai di kerjakan mereka di izinkan menempati outlet-outlet

usaha yang telah disediakan dalam rencana penataan kawasan nelayan Jagu.

70 B
Ibid.
™ Hasil wawancara dengan Sumardi, Korban penggusuran yang tinggal di bangunan
Rusunawa, pada hari Kamis 24 Maret 2022.
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Tabel 2
Warga terkena penggusuran yang sepakat pindah ke Rusunawa
Pemilik Status Dampak Pilihan
No. - Status .
Bangunan kepemilikan Aset Relokasi
Pindah ke
1. Jamaliah Negara/DSP | Pemilik Rumah
Rusunawa
Pindah ke
2. Yusnidar Negara/DSP | Pemilik Rumah
Rusunawa
e it Pindah ke
3. Solichin Negara/DSP | Pemilik Rumah
Rusunawa
4 3 Pindah ke
4. Aminah Negara/DSP | Pemilik Rumah
Rusunawa
Pindah ke
5. Muhammadar | Negara/DSP | Pemilik Rumah
Rusunawa
Pindah ke
6. Badriah Negara/DSP | Pemilik Rumah
Rusunawa
M. Jamil 4 Pindah ke
7. i Negara/DSP | Pemilik Rumah
Ibrahim Rusunawa
& Pindah ke
8. Noval Ilyas Negara/DSP | Pemilik Rumah
Rusunawa
Alviansyah i Pindah ke
9. ] Negara/DSP | Pemilik Rumah
Tanjung Rusunawa
Pindah ke
10. Azhari Negara/DSP | Pemilik Rumah
Rusunawa
Abu Bakar . Pindah ke
11. ) Negara/DSP | Pemilik Rumah
Ismail Rusunawa
Heru Sahputra N Pindah ke
12. ) Negara/DSP | Pemilik Rumah
Lubis Rusunawa
13. | Zainul Arbain | Negara/DSP | Pemilik Rumah Pindah ke
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Rusunawa
Pindah ke

14, Sumardi Negara/DSP | Pemilik Rumah
Rusunawa
Syahfuddin . Pindah ke

15. _ Negara/DSP | Pemilik Rumah
Ridwan Rusunawa
Pindah ke

16. Mahyiddin Negara/DSP | Pemilik Rumah
Rusunawa
i Pindah ke

17. Idhar Negara/DSP | Pemilik Rumah
Rusunawa
Pindah ke

18. | Indragunawan | Negara/DSP | Numpang Rumah
Rusunawa
i Pindah ke

19. Mahmuddin Negara/DSP | Pemilik Rumah
Rusunawa
_ hy Pindah ke

20. Edi Negara/DSP | Pemilik Rumah
Rusunawa
Pindah ke

21. Hamdani Negara/DSP | Pemilik Rumah
Rusunawa

Sumber : Hasil wawancara dengan Zul Azhari, Asisten Safeguard KOTAKU Lhokseumawe,
pada hari Rabu 23 Maret 2022.
Ket : DSP adalah Daerah Sempadan Pantai.

Dari 35 KK warga terkena penggusuran yang memilih opsi pindah ke
bangunan Rusunawa sebanyak 21 KK dengan status penyewa dimana dalam
jangka waktu 2 tahun ditanggung oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, artinya
selama 2 tahun penghuni Rusunawa tersebut tidak perlu membayar sewa, karena
ditanggung oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, sedangkan biaya listrik dan
sambungan air PDAM ditanggung sendiri. Selebihnya memilih opsi pindah
sesuai dengan keinginan warga terkena penggusuran yaitu rehab rumah yang
sebagian terkena dampak, warga tersebut memilih untuk rehab rumahnya yang

hanya terkena sebagian seperti kena dapurnya saja dan lain sebagainya, biaya
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rehab tersebut ditanggung Pemerintah apabila warga tersebut memiliki Sertifikat
Hak Milik (SHM) atau pindah ke rumah sendiri yang lokasinya terpisah-pisah
atau terpencar-pencar tapi tetap di lokasi Kampung Jawa Lama dan warga
terkena penggusuran yang terkena tempat usahanya memilih akan melanjutkan
usahanya di lokasi tersebut setelah kegiatan penataan kawasan Jagu selesai.”
Perjanjian penempatan rumah milik Pemerintah Kota Lhokseumawe
telah disepakati pada rapat tanggal 22 Agustus 2019 di Meunasah Ar-Rahim
Kampung Jawa Lama, dari 35 KK warga terkena penggusuran yang memilih
opsi pindah ke bangunan Rusunawa sebanyak 21 KK dengan status penyewa
dimana dalam jangka waktu 2 tahun ditanggung oleh Pemerintah Kota
Lhokseumawe, biaya listrik dan sambungan air PDAM ditanggung sendiri.
Selebihnya memilih opsi pindah sesuai dengan keinginan warga terkena
penggusuran. Perjanjian tersebut diberikan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe
secara lisan tanpa ada perjanjian secara tertulis, izin untuk menempati bangunan
Rusunawa diberikan sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kota Lhokseumawe

terhadap warga yang terdampak penggusuran di Kampung Jawa Lama dan Hagu

(Jagu).

C. Konsekuensi Bagi Korban Penggusuran yang Tinggal di Bangunan
Rusunawa Lhokseumawe

Pemerintah Kota Lhokseumawe merelokasi korban penggusuran di
Kampung Jawa Lama dan Hagu ke bangunan Rusunawa untuk mencegah
permukiman kumuh akibat warga tersebut mendirikan rumah di sempadan
pantai dan menyebabkan permukiman tersebut kumuh serta tidak sehat.
Pemerintah Kota Lhokseumawe memberi izin menempati bangunan Rusunawa
sebagai bentuk bantuan sosial karena warga yang mendirikan rumah di

sempadan pantai Jagu merupakan warga yang kurang mampu.

7 Hasil wawancara dengan Zul Azhari, Asisten Safeguard KOTAKU Lhokseumawe,
pada hari Rabu 23 Maret 2022.



44

Perjanjian penempatan rumah milik Pemerintah Kota Lhokseumawe
(bangunan Rusunawa) telah disepakati pada hasil rembuk tanggal 22 Agustus
2019 antara Pemerintah Kota Lhokseumawe yang dipimpin oleh Camat Banda
Sakti dan dihadiri POKJA, SATKER, aparatur gampong dan warga terkena
penggusuran. Berdasarkan kesepakatan tersebut, dari 35 KK yang terkena
penggusuran, yang memilih opsi pindah ke bangunan Rusunawa sebanyak 21
KK dengan status penyewa dimana dalam jangka waktu 2 tahun ditanggung oleh
Pemerintah Kota Lhokseumawe, sedangkan biaya listrik dan sambungan air
PDAM ditanggung sendiri. Selebihnya memilih opsi pindah sesuai dengan
keinginan warga terkena penggusuran yaitu rehab rumah yang sebagian terkena
dampak seperti hanya kehilangan dapurnya saja dan lain sebagainya atau pindah
ke rumah sendiri yang lokasinya terpisah-pisah atau terpencar-pencar tapi tetap
di lokasi Kampung Jawa Lama, sedangkan warga terkena penggusuran yang
terkena tempat usahanya memilih akan melanjutkan usahanya di lokasi tersebut
setelah kegiatan penataan kawasan Jagu selesai.

Konsekuensi bagi warga terkena penggusuran yang menempati
bangunan Rusunawa adalah tidak adanya perjanjian secara tertulis untuk mereka
yang menempati bangunan Rusunawa. Perjanjian yang diberikan hanya dalam
bentuk lisan ketika diadakan pertemuan antara Pemerintah Kota Lhokseumawe
yang dihadiri POKJA, SATKER, perwakilan KOTAKU, aparatur gampong dan
perwakilan warga terkena penggusuran. Dampak yang dialami korban
penggusuran di Kampung Jawa Lama dan Hagu yaitu tidak ada bukti otentik
untuk perjanjian secara lisan, perjanjian secara lisan tetaplah sah, selama telah
memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320,
perjanjian lisan juga sah selama tidak ada undang-undang yang menentukan
bahwa perjanjian yang akan dibuat harus berbentuk tertulis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Asisten Safeguard KOTAKU
Lhokseumawe, warga Kampung Jawa Lama dan Hagu sudah lama mendirikan

rumah di tanah milik negara, namun ketika negara ingin mengambil alih



45

tanahnya sendiri tidak mungkin masyarakat yang tinggal di tanah negara
tersebut digusur dengan semena-mena walaupun tanah tersebut merupakan harta
milik negara. Pemerintah Kota Lhokseumawe memberikan ganti rugi atas
bangunan yang digusur dalam bentuk bantuan sosial berupa izin penempatan
bangunan Rusunawa selama 2 tahun dengan gratis setelah itu baru dikenakan
biaya sewa, tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat
tersebut.”

Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak membuat perjanjian secara tertulis
atas izin menempati bangunan Rusunawa selama 2 tahun dengan bebas biaya,
perjanjian tersebut hanya dilafalkan secara lisan pada saat rapat. Warga yang
menempati bangunan Rusunawa kuatir apabila tidak ada perjanjian secara
tertulis untuk izin menempati bangunan Rusunawa bisa saja mereka suatu hari
diminta untuk pindah karena tidak ada bukti otentik atas perjanjian secara
lisan.™

Konsekuensi yang didapatkan oleh warga yang menempati bangunan
Rusunawa tersebut ada beberapa hal terutama mengenai biaya operasional,
sebelumnya mereka sudah mempunyai rumah namun sekarang harus membayar
biaya sewa rumah setelah gratis selama 2 tahun dan tanpa didasarkan perjanjian
tertulis secara formal lebih kuat dan mengikat bagi para pihak terutama bagi
kepentingan warga kawasan nelayan Jagu yang merupakan korban dari
penggusuran dari tanah milik pemerintah.”

Korban penggusuran yang menempati bangunan Rusunawa merasa
nyaman tinggal di bangunan Rusunawa, jika dibandingkan dengan tempat
tinggal mereka dulu ada beberapa rumah warga di Rusunawa yang rumahnya

masuk air laut ketika air laut pasang, tetapi ada juga keluhan warga yang

™ Hasil wawancara dengan Zul Azhari, Asisten Safeguard KOTAKU Lhokseumawe,
pada hari Rabu 23 Maret 2022.

™ Hasil wawancara dengan Solichin, korban penggusuran yang tinggal di bangunan
Rusunawa, pada hari Kamis 24 Maret 2022.

” Hasil wawancara dengan Solichin, korban penggusuran yang tinggal di bangunan
Rusunawa, pada hari Kamis 24 Maret 2022.
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menempati bangunan Rusunawa berupa fasilitas bangunan Rusunawa yang
kurang memadai, bangunan Rusunawa yang begitu pelosok sehingga warga
yang dulu berjualan sekarang tidak bisa berjualan lagi karena sedikit jauh dari
permukiman warga setempat.’®

Konsekuensi lain yang korban penggusuran rasakan ialah jauh dari
tempat mereka bekerja, yang dulunya mereka bekerja bisa berjalan kaki
sekarang harus memakai kendaraan, dampak ini sangat dirasakan bagi korban
penggusuran yang tidak memiliki kendaraan karena korban penggusuran
tersebut merupakan masyarakat yang kurang mampu, dan bisa berpengaruh pada
kondisi perekonomian warga bangunan Rusunawa tersebut. **

Berdasarkan fakta di atas, konsekuensi yang dihadapi warga korban
penggusuran yang menempati bangunan Rusunawa ada beberapa hal yaitu tidak
adanya bukti terhadap perjanjian izin menempati bangunan Rusunawa yang
diberikan Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk korban penggusuran, biaya
sewa rumah yang harus dibayar korban penggusuran setelah menempati
bangunan Rusunawa selama 2 tahun secara gratis, fasilitas Rusunawa yang
kurang memadai, lokasi bangunan Rusunawa yang berada di pelosok desa, dan
lokasi bangunan Rusunawa yang jauh dari tempat korban penggusuran bekerja.
Konsekuensi tersebut akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian warga
Rusunawa, mungkin saja warga terkena penggusuran tersebut tidak mampu
membayar uang sewa setelah 2 tahun, karena mereka berasal dari masyarakat
yang kurang mampu, dan sekarang biaya pengeluarannya juga bertambah untuk

transportasi ke tempat mereka bekerja.

76 -
Ibid.
”7 Hasil wawancara dengan Sumardi, Korban penggusuran yang tinggal di bangunan
Rusunawa, pada hari Kamis 24 Maret 2022.
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D. Perspektif Milk al-Daulah Terhadap Penempatan Korban Penggusuran
ke Bangunan Rusunawa Lhokseumawe

Masalah harta kekayaan sudah diatur dengan jelas dalam undang-undang
dan dalam hukum Islam, seperti batas-batas kepemilikan, jenis-jenis
kepemilikan dan cara penggunaannya. Dalam figh muamalah, kepemilikan
negara (milk al-daulah) adalah harta yang ditetatapkan Allah menjadi hak
seluruh rakyat, yang diperuntukkan bagi kepentingan dan kemashlahatan
bersama, dimana pengelolaannya diatur oleh negara, negara berhak memberikan
atau mengkhususkan harta tersebut kepada rakyatnya sesuai dengan aturan yang
berlaku.

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah milik negara tidak boleh
menimbulkan kemudharatan dan kerugian bagi orang lain, pemerintah diberi
wewenang mengatur pengelolaan tanah milik negara, tujuannya adalah untuk
mendatangkan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat. Masyarakat yang
memanfaatkan tanah tersebut tidak boleh berlaku sewenang-wenang, tidak boleh
merusak dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi dengan melarang orang
lain memanfaatkannya.’®

Pada dasarnya fungsi milk al-daulah tidak bisa dialihkan, dikuasai, dan
dimanfaatkan semena-mena untuk kepentingan individu atau sekelompok orang
akan tetapi harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Karena dalam kepemilikan negara terdapat keperluan orang banyak dan
kebutuhan umum apabila digunakan dengan semena-mena akan berakibat
kurangnya kualitas hidup masyarakat secara umum dan bisa merusak ketertiban
umum dan kenyamanan dalam masyarakat. "

Dalam hal tanah milik negara (milk al-daulah) secara tegas diharamkan
segala bentuk penggunaan secara individu yang dapat mengurangi hak orang

lain, tindakan tersebut seharusnya dihindari oleh semua masyarakat bahkan juga

78 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007) hlm.79.
79 hi
Ibid.
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pemerintah, karena tujuan kepemilikan negara adalah kemashlahatan bagi
seluruh rakyat, bukan hanya menguntungkan sebagian orang saja.*

Tanah negara serta fasilitas-fasilitas umum lainnya adalah bagian yang
menopang kehidupan manusia. Jika ada orang yang memanfaatkan untuk
kepentingan pribadi dan kelompok tertentu maka akan terjadi kerusakan yang
akan dialami oleh manusia akibat dari ulah manusia sendiri dalam
mendayagunakan cenderung hanya memikirkan kepentingan pribadi yang
seharusnya itu adalah kepentingan umum. Hal ini dapat menimbulkan
ketidaknyamanan antara sesama manusia seperti mengganggu ketertiban umum,
ketidakstabilan, timbulnya masalah kerusakan-kerusakan dan lain sebagainya.®

Seperti halnya yang terjadi di Kampung Jawa Lama dan Hagu, orang-
orang mendirikan rumah di atas tanah milik negara di sepanjang pesisir pantai
tanpa adanya izin dari pemerintah. Karena kurangnya pemahaman terkait tanah
negara dan orang-orang tersebut berasal dari masyarakat yang kurang mampu,
pemanfaatan tanah milik negara tersebut menimbulkan adanya permukiman
kumuh akibat ketidakteraturan bangunan dan sanitasinya juga buruk karena
menjadi tempat buangan langsung limbah rumah tangga dan sampah.
Permasalahan lingkungan di kawasan Jagu secara umum disebabkan oleh
permasalahan persampahan, buruknya kualitas jaringan drainase, kawasan
permukiman sering terjadi genangan air laut atau banjir akibat pasang surutnya
air laut, kurang tersedianya prasarana proteksi kebakaran, belum memadainya
akses jalan lingkungan, ketidakteraturan bangunan hunian, dan saluran
pembuangan air limbah rumah tangga tercampur dengan drainase lingkungan
dan menuju tepi pantai.

Pemanfaatan tanah milik negara yang dilakukan oleh warga Kampung

Jawa Lama dan Hagu juga bertentangan dengan Pasal 13 Undang-Undang No.

8 Ali Akbar, “Konsep Kepemilikan dalam Islam”. Jurnal Ushuluddin, Vol. XVIII, No.2,
Juli 2012, him. 156.
8 Abdullah Abdul Husein at-Tarigi, Ekonomi Islam: Prinsip Dasar dan Tujuan. him. 58.
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28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang menyatakan persyaratan jarak
bebas bangunan gedung atau bagian bangunan gedung yang dibangun di bawah
permukaan tanah harus mempertimbangkan jarak jalan, tepi sungai, tepi pantai,
jalan kereta api dan/atau jaringan tegangan tinggi. Namun realita yang terjadi di
kawasan pantai Jagu, masyarakat membangun bangunan semi permanen di
sempadan pesisir pantai.

Perbuatan yang dilakukan warga Kampung Jawa Lama dan Hagu
menyebabkan kerusakan di muka bumi, karena menyebabkan lingkungan tidak
sehat. Allah secara tegas melarang perbuatan yang mengarah terjadinya

kerusakan, sebagaimana terdapat dalam firman-Nya dalam QS. al-A’raf:56:
H % ““ o @ é K - & 24 0 To <0 & . B %2 7
Sl o L33 dll 5 ) 3 RRD0 Lgs 032313 Do) Jag 25N & 15 Vs

Janganlah kamu membuat kerusakann di atas permukaan bumi, sesudah (Allah)
memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan
diterima). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang
berbuat baik. (QS. al-4 raf:56)

Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Surat Keputusan (SK) Walikota
Lhokseumawe Nomor 342 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Kawasan
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Lhokseumawe
menetapakan kawasan Jagu (Jawa-Hagu) sebagai permukiman kumuh dengan
luas 18,38 hektar. Untuk mengatasi permasalahan kumuh tersebut, Pemerintah
Kota Lhokseumawe melaksanakan penataan kawasan nelayan Jagu. Penataan
kawasan ini berpotensi menimbulkan dampak sosial dan lingkungan, yaitu
masyarakat yang tinggal di kawasan nelayan Jagu tersebut kehilangan tempat
tinggalnya dan kawasan tersebut kembali menjadi kumuh jika tidak ada
ketegasan dari Pemerintah Kota Lhokseumawe. Untuk mengatasi masalah
tersebut Pemerintah Kota Lhokseumawe memberikan bantuan sosial berupa
tempat tinggal di bangunan Rusunawa dengan hak guna pakai. Bangunan
Rusunawa merupakan harta milik negara yang berada di desa Ulee Jalan

berjarak + 5 KM dari kawasan Jagu. Warga yang menempati bangunan
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Rusunawa akan dibebaskan biaya sewa selama 2 tahun (pasca relokasi).
Sedangkan kegiatan pemindahan termasuk biaya pengangkutan dan pengaturan
kembali perabot rumah tangga dan barang-barang lainnya menjadi tanggung
jawab warga yang bersangkutan dan tidak difasilitasi oleh Pemerintah Kota
Lhokseumawe

Ulama Malikiyah menyatakan bahwa pemanfaatan tanah negara yang
bersifat memiliki tidak boleh dilakukan baik secara individu ataupun kelompok,
akan tetapi untuk kepentingan umum, pemanfaatan tanah negara harus ada izin
dari pemerintah. Menurut ketentuan hukum yang sudah ditetapkan pemerintah
dan figh muamalah, kepemilikan negara harus dimanfaatkan dengan cara yang
baik dan tidak boleh merugikan orang lain, pemanfaatannya harus mendapat izin
dari lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah
ditetapkan pemerintah. Seperti halnya pada warga yang direlokasi ke bangunan
Rusunawa, relokasi tersebut tidak bertentangan dengan konsep milk al-daulah
karena warga menempati rumah tersebut atas izin dari Pemerintah Kota
Lhokseumawe untuk kemashlahatan dan kesejahteraan masyarakat serta
mecegah dari permukiman kumuh.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan
bahwasanya pemanfaatan bangunan Rusunawa yang merupakan harta milik
negara tidak bertentangan dengan konsep milk al-daulah, karena warga tersebut
mendapatkan izin dari Pemerintah Kota Lhokseumawe yang merupakan bentuk
bantuan sosial yang diberikan kepada korban penggusuran di Kampung Jawa
Lama dan Hagu walaupun rumah yang digusur tersebut juga merupakan tanah
milik negara. Bisa dikatakan bertentangan dengan konsep milk al-daulah apabila
warga yang menempati bangunan Rusunawa tersebut merusak, menjual, dan
melanggar aturan-aturan yang berlaku. Yang bertentangan dengan konsep milk
al-daulah adalah warga apabila memanfaatkan harta milik negara tanpa izin dari
pemerintah dan menyebabkan kerusakan di muka bumi akibatnya adalah

permukiman kumuh, dan lingkungan tidak sehat. Seperti yang dilakukan warga
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Kampung Jawa Lama dan Hagu sebelumnya, pemanfaatan tanah milik negara

demikian sangat jelas bertentangan dengan konsep milk al-daulah.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan terkait penempatan bangunan rusunawa
untuk korban penggusuran di kampung Jawa Hagu (Jagu) melalui program
Kotaku Lhokseumawe dalam perspektif milk al-daulah pada bab-bab
sebelumnya, maka penulis akan menyimpulkan beberapa hal yaitu sebagai
berikut:

1. Masyarakat di kawasan Jagu memanfaatkan tanah milik negara untuk
membangun rumah dan menyebabkan permukiman tersebut menjadi
kumuh dan tidak sehat. Pemerintah Kota Lhokseumawe menggusur
kawasan nelayan Jagu tersebut dengan tujuan untuk mencegah
permukiman kumuh di Kota Lhokseumawe. Pemerintah Kota
Lhokseumawe memberikan ganti rugi kepada warga terkena
penggusuran yaitu dengan memberikan izin menempati bangunan
Rusunawa secara gratis selama 2 tahun namun biaya listrik dan
sambungan air PDAM ditanggung oleh warga terkena penggusuran.
Izin menempati bangunan Rusunawa diberikan Pemerintah Kota
Lhokseumawe sebagai bentuk bantuan sosial atau bentuk kepedulian
terhadap warga terdampak atas bangunan warga yang terkena dampak
penggusuran, meskipun mereka mendirikan bangunan/rumahnya
secara illegal di atas tanah negara (sempadan pantai).

2. Penempatan korban penggusuran di bangunan Rusunawa telah
disepakati berdasarkan hasil rembuk dengan Pemerintah Kota
Lhokseumawe dan korban penggusuran, perjanjian tersebut diberikan
secara lisan, tidak ada perjanjian secara tertulis. Konsekuensi yang
didapatkan oleh korban penggusuran yaitu tidak adanya perjanjian

secara tertulis untuk mereka yang menempati bangunan Rusunawa.

52
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Perjanjian secara lisan tetaplah sah, hanya saja tidak ada bukti otentik
untuk warga yang menempati bangunan Rusunawa. Konsekuensi lain
yang dirasakan oleh warga Rusunawa yaitu harus membayar biaya
sewa bangunan Rusunawa setelah menempati bangunan Rusunawa
selama 2 tahun secara gratis, fasilitas di bangunan Rusunawa yang
kurang memadai, bangunan Rusunawa yang berada di pelosok desa,
dan bangunan Rusunawa jauh dengan tempat korban penggusuran
bekerja.

3. Penempatan bangunan Rusunawa yang merupakan harta milik negara
untuk korban penggusuran di Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda
Sakti tidak bertentangan dan sudah sesuai dengan konsep milk al-
daulah, karena warga tersebut mendapatkan izin dari Pemerintah Kota
Lhokseumawe yang merupakan bentuk bantuan sosial yang diberikan
kepada korban penggusuran di Kampung Jawa Lama dan Hagu
walaupun rumah yang digusur tersebut juga dibangun secara tidak sah
di atas tanah milik negara. Pemerintah Kota Lhokseumawe
memberikan izin menempati bangunan Rusunawa dengan tujuan
untuk kemaslahatan masyarakat tersebut, karena masyarakat yang

terkena penggusuran juga merupakan warga yang kurang mampu.

B. Saran
1. Penulis mengharapkan kepada masyarakat agar peka terhadap hukum
dan segala situasi yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan
masyarakat juga harus mengetahui batas-batas pemanfaatan atas
kepemilikan negara bahwa hanya sebatas hak pakai dan dalam
pemanfaatannya tidak boleh merugikan orang lain, tidak boleh
dimanfaatkan dalam rangka mendapatkan keuntungan tetapi
merugikan kepentingan umum, dan tidak boleh merusak seperti

menyebabkan lingkungan sekitar menjadi tidak sehat dan kumuh.
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2. Pemerintah diharapkan untuk membuat regulasi yang mampu
mengatasi permasalahan pemanfaatan tanah milik negara secara
illegal serta menimbulkan kerusakan dengan pemanfaatan tersebut,
kemudian mensosialisasikan serta memberikan sanksi yang tegas
kepada setiap para pelanggarnya, jangan hanya terhenti pada
pembuatan peraturan saja akan tetapi juga penindakan terhadap setiap
pelanggaran.

3. Disarankan bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan
penyempurnaan dari penelitian ini dengan melakukan penelitian dan
kajian lebih lanjut tentang syarat-syarat dan prosedur mendapatkan

izin pemanfaatan tanah milik negara.
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Lampiran 3. Protokol wawancara

Pertanyaan terhadap korban penggusuran yang menempati rumah milik

Pemerintah Kota Lhokseumawe.

o~ 0w DN

10.

(ks

12.

13.

Bagaimana cara bapak/ibu memperoleh tanah di kampung Jawa Lama?
Sudah berapa lama bapak/ibu menggunakan lahan tersebut?

Siapa perintis pertama yang membangun rumah di tanah pemerintah ini?
Kenapa bapak/ibu mendirikan rumah di atas tanah negara?

Apakah bapak/ibu tahu hukum mendirikan rumah di atas tanah milik
negara?

Apakah bapak/ibu tahu bagaimana hukumnya menurut hukum Islam
mendirikan rumah di atas tanah milik negara?

Apakah ada izin dari pemerintah untuk membangun rumah dan tinggal di
tanah negara tersebut?

Apakah selama bapak/ibu mendirikan rumah di tanah pemerintah ini
pernah mendapat teguran dan sanksi dari pihak yang berwajib, kalau ada
dalam bentuk apa?

Apakah bapak/ibu ada dibebankan untuk membayar dalam nominal
tertentu sebagai kompensasi terhadap tanah negara yang bapak/ibu
gunakan? Jika ada siapa yang meminta pembayaran dan berapa
jumlahnya?

Bagaimana kesepakatan dalam melakukan tindakan ganti rugi terhadap
rumah yang digusur oleh pemerintah tersebut?

Apakah bapak/ibu setelah digusur akan menempati bangunan
Rusunawa?

Apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menempati
bangunan Rusunawa?

Bagaimana peraturan-peraturan untuk korban penggusuran yang

menempati bangunan Rusunawa?



14.

15.

16.

17.

18.

19:

20.
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Bagaimana perjanjian penempatan rumah milik Pemerintah Kota
Lhokseumawe dengan korban penggusuran yang menempati bangunan
Rusunawa?

Bagaimana konsekuensi perjanjian penempatan rumah milik Pemkot
Lhokseumawe bagi warga yang menempati rumah milik Pemkot
Lhokseumawe?

Bagaimana tingkat kenyamanan tinggal di bangunan Rusunawa
dibandingkan tinggal di rumah sebelumnya?

Jika diberi gratis selama dua tahun apakah anda akan melanjutkan untuk
sewa di bangunan Rusunawa? Jika tidak, apakah dengan tinggal di
bangunan Rusunawa anda dapat membangun rumah lainnya?

Berapa harga sewa untuk tinggal di bangunan Rusunawa?

Apakah dengan tinggal di bangunan Rusunawa dapat meningkatkan
perekonomian bapak/ibu?

Apa kendala bapak/ibu selama tinggal di bangunan Rusunawa?

Dinas Pekerjaan Umum dan KOTAKU

1.

Bagaimana pendapat Pemkot Lhokseumawe terhadap masyarakat yang
mendirikan rumah di atas tanah milik negara?

Bagaimana pendapat Pemkot Lhokseumawe terhadap masyarakat yang
mendirikan rumah di atas tanah milik negara berdasarkan hukum Islam?

Apakah pemerintah pernah memberitahu tentang status tanah tersebut
kepada warga yang mendirikan rumah?

Apa tujuan pemerintah menggusur rumah warga di kampung Jawa
Lama?

Berapa rumah yang pemerintah gusur?

Setelah digusur, apa rencana pemerintah selanjutnya atas tanah tersebut?
Bagaimana peran pemerintah untuk menangani korban penggusuran di

kampung Jawa Lama?



10.
11.

12.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
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Bagaimana kesepakatan dalam melakukan tindakan ganti rugi terhadap
rumah yang digusur oleh pemerintah tersebut?

Bagaimana perhitungan harga ganti rugi?

Bagaimana harga dari ganti rugi yang dilakukan?

Bagaimana legalitas pengalihan fungsi bangunan Rusunawa untuk
ditempati korban penggusuran di kampung Jawa Lama?

Apakah ada perjanjian/kontrak atas izin pemerintah untuk korban
penggusuran bisa tinggal di bangunan Rusunawa? Jika ada dalam bentuk
apa?

Mengapa Pemkot Lhokseumawe tidak membuat perjanjian secara
tertulis?

Bagaimana pelaksanaan perjanjian pada penempatan bangunan
Rusunawa tersebut?

Apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menempati
bangunan Rusunawa?

Bagaimana peraturan-peraturan untuk korban penggusuran yang
menempati bangunan Rusunawa?

Apa saja perjanjian yang harus disepakati oleh korban penggusuran?
Apakah semua korban penggusuran menempati bangunan Rusunawa?
Berapa lama korban penggusuran boleh tinggal di bangunan Rusunawa?
Berapa harga sewa bangunan Rusunawa untuk korban penggusuran?
Apa fungsi dan tujuan pemerintah memberikan izin korban penggusuran
di kampung Jawa Lama untuk tinggal di bangunan Rusunawa?

Apakah ada keuntungan atau kerugian untuk Pemkot Lhokseumawe
apabila korban penggusuran tinggal di bangunan Rusunawa?

Biaya sewa tinggal di bangunan Rusunawa akan digunakan untuk apa?
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